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APPLICATION OF ACCOUNTING LIABILITY AS A COST OF 
PERFORMANCE ASSESSMENT CENTER POLICE HOSPITALS 
BENGKULU 
By 






This study aims to determine the application of accounting as an 
assessment tool hospital performance is measured through the organizational 
structure, budgeting hospital cost and coding accounts and reporting of 
operational costs of hospitals and analyze the comparison between the actual 
costs to the budget contained in accountability reports to assess performance at 
home this sakit.Penelitian using qualitative descriptive study, using primary data, 
questionnaires and interviews. Respondents in this study Kasubbagrenim, 
Kasubbagbinfung, Kasubbid Yanmed Dokpol and Kasubbid Jang medum 
Bengkulu Police Hospitals. Results In Bengkulu Bhayangkara rumkit 
accountability of accounting has been applied, it can be seen through an 
organizational structure which clearly and unequivocally separates authority and 
responsibility of each center pertanngungjawaban. Hospital budgeting and cost 
account coding has been applied in Rumkit which can be seen in the summary 
report angggaran costs in 2015. And the performance assessment section chief 
and head of the field is done by comparing the realization that has been achieved 
on a budget that has been prepared for a certain period. Cost center manager's 
performance is measured and assessed based on a comparison between the 
budget targets with the realization of the budget. This is not strictly a performance 
assessment section chief and the head of the field because there is another side 
beyond the application of accounting such as attendance and loyalty 
 
Keywords: Accounting accountability, performance assessment, organizational 









PENERAPAN AKUNTANSI PERTANGGUNGJAWABAN SEBAGAI 
ALAT PENILAIAN KINERJA PUSAT BIAYA PADA RUMAH SAKIT 
BHAYANGKARA BENGKULU 
Oleh 






Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja rumah sakit yang diukur 
melalui struktur organisasi, penyusunan anggaran biaya rumah sakit dan 
pengkodean rekening serta pelaporan biaya operasional rumah sakit dan  
menganalisis perbandingan antara realisasi biaya dengan anggaran biaya yang 
terdapat pada laporan pertanggungjawaban untuk menilai kinerja pada rumah 
sakit.Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif, dengan 
menggunakan data primer, kuesioner dan wawancara. Responden dalam 
penelitian ini Kasubbagrenim, Kasubbagbinfung, Kasubbid Yanmed Dokpol dan 
Kasubbid Jang Medum Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Hasil Pada rumkit 
Bhayangkara Bengkulu akuntansi pertangungjawaban telah diterapkan, dapat 
dilihat melalui struktur organisasi yang secara jelas dan tegas memisahkan 
wewenang dan tanggungjawab masing-masing pusat pertanngungjawaban. 
Penyusunan anggaran biaya rumah sakit dan pengkodean rekening telah 
diterapkan di Rumkit yang dapat dilihat pada laporan rekapitulasi angggaran biaya 
tahun 2015.  Dan penilaian  kinerja Kepala bagian dan kepala bidang  dilakukan  
dengan membandingkan  antara  realisasi  yang  telah  dicapai  dengan anggaran  
yang  telah  disusun  selama  periode  tertentu.  Kinerja  manajer  pusat  biaya  
diukur  dan  dinilai berdasarkan perbandingan antara target anggaran dengan 
realisasi anggaran. Hal ini tidak sepenuhnya sebagai penilaian kinerja Kepala 
bagian dan kepala bidang karena terdapat sisi lain di luar penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban seperti absensi dan loyalitas. 
 
Kata Kunci: Akuntansi pertanggungjawaban, Penilaian kinerja, struktur 
organisasi, penyusunan anggaran biaya, pengkodean rekening, pelaporan biaya 
operasional, dan realisasi biaya. 
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1  BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1 Latar Belakang 
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan suatu sistem yang mengukur 
dan menilai kinerja manajemen dalam suatu periode dengan membandingkan 
anggaran dan realisasinya. Pada umumnya manajer di masing-masing pusat 
pertanggungjawaban diberi otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan, secara 
esensial mengoperasikan fasilitas perusahaan. Semakin besar struktur organisasi 
maka semakin banyak atau panjang garis pertanggungjawabannya. 
Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh 
manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang dilakukan (Anthony dan 
Govindarajan : 2002). Pusat-pusat pertanggungjawaban terbagi menjadi empat 
pusat pertanggungjwaban, yaitu: pusat biaya, pusat investasi, pusat laba dan pusat 
pendapatan.  
Demikian akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sangat penting dalam 
pencapaian prestasi perusahaan dalam mengontrol biaya agar dapat meningkatkan 
laba sehingga dalam pencapaian pengendalian manajemen yang berhasil, manager 
pusat pertanggungjawaban harus benar-benar menjalankan fungsinya. Dengan 
adanya laporan pertanggungjawaban biaya maka dapat mengetahui berapa 
besarnya penyimpangan yang terjadi antara realisasi biaya dan anggaran biaya. 
Informasi penyimpangan tersebut dijadikan oleh pihak akuntansi dan manajemen 
sebagai dasar untuk menyusun anggaran biaya pada periode berikutnya, sehingga 
dapat tercapainya penekanan biaya yang efisien dan efektif. 
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Konsep akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya adalah menyusun, 
merencanakan dan membentuk pusat-pusat biaya pada perusahaan. Ada dua jenis 
pusat biaya, yaitu: pusat biaya teknis dan pusat biaya kebijakan.  Pusat biaya 
teknis adalah pusat biaya yang input-input mereka dapat diukur dalam bentuk 
jumlah uang dan dapat diukur dalam bentuk fisik. Contoh pusat biaya teknis 
bagian piutang, utang, pembayaran gaji. Unit-unit tersebut menjalankan tugasnya 
yang berulang-ulang dimana biaya standar dapat dikembangkan. Sedangkan pusat 
biaya kebijakan adalah pusat biaya yang output aktivitasnya tidak dapat diukur, 
contohnya unit-unit administratif dan pendukung. 
Perkembangan pengelolaan Rumah Sakit, baik dari aspek manajemen 
maupun operasional sangat dipengaruhi oleh berbagai tuntutan dari lingkungan, 
yaitu antara lain bahwa Rumah Sakit dituntut untuk memberikan pelayanan 
kesehatan yang bermutu, dan biaya pelayanan kesehatan terkendali sehingga akan 
berujung pada kepuasan pasien.  Tuntutan lainnya adalah pengendalian biaya, 
pengendalian biaya merupakan masalah yang kompleks karena dipengaruhi oleh 
berbagai pihak yaitu mekanisme pasar, tindakan ekonomis, sumber daya manusia 
yang dimiliki (profesionalitas) dan yang tidak kalah penting adalah perkembangan 
teknologi dari Rumah Sakit itu sendiri, maka peranan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya semakin dibutuhkan dalam mengaktualisasikan 
peranan akuntansi tersebut sebagai alat pengawasan biaya dan penilaian kinerja. 
Oleh karena itu perlunya pengawasan yang baik terhadap biaya dengan 
menggunakan akuntansi pertanggungjawaban dan struktur organisasi yang 
menggambarkan bagian pusat pertanggungjawaban. 
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Pada umumnya Rumah Sakit Pemerintah merupakan unit kerja dari Instansi 
Pemerintah yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat umum. 
Salah satu tujuan dari Rumah Sakit Pemerintah adalah upaya kesehatan dalam 
setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan bertujuan untuk 
mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat. Namun, tak sedikit 
keluhan selama ini diarahkan pada kualitas pelayanan Rumah Sakit yang dinilai 
masih rendah. Ini terutama Rumah Sakit Daerah atau Rumah Sakit milik 
Pemerintah. Penyebabnya sangat klasik, yaitu masalah keterbatasan dana yang 
dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan Rumah Sakit milik Pemerintah, 
sehingga tidak bisa mengembangkan mutu layanannya, baik karena peralatan 
medis yang terbatas maupun kemampuan sumber daya manusia yang rendah.  
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah salah satu Rumah Sakit milik 
Pemerintah yang dimiliki dan diselenggarakan oleh Polri yaitu Rumah Sakit 
Bhayangkara Bengkulu. Rumah Sakit ini merupakan Rumah Sakit sebagai salah 
satu sarana kesehatan tempat menyelenggarakan upaya kesehatan. Upaya 
kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan 
bertujuan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat.  
 Unit analisis penelitian ini adalah pusat biaya Rumah Sakit Bhayangkara 
Bengkulu yang terdapat pada bidang Subbagian Perencanaan dan Administrasi 
(Subbagrenmin), Subbagian Pembinaan Fungsi (Subbagbinfung), Sub Bidang 
Pelayanan Medik dan Kedokteran kepolisian (Subbidyanmeddokpol), dan Sub 
Bidang Penunjang Medik dan Umum (Subbidjangmedum). Berdasarkan struktur 
organisasi bahwa bagian tersebut merupakan pelaksana utama kegiatan dan pusat 
pertangungjawaban biaya di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. 
 4 
 
Beberapa penelitian sebelumnya seperti Rahmawati, (2009) dalam 
penelitiannya menyimpulkan sistem Akuntansi Pertanggungjawaban yang dimiliki 
oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra Utara adalah Sistem Akuntansi 
Pertanggungjawaban berbasis Aktivitas (Activiti-based Responsibility Accounting 
System). Dan sistem Akuntansi Pertanggungjawaban juga digunakan untuk 
menilai kinerja manajer pusat biaya PT PLN dengan pembuatan laporan 
pertanggungjawaban sebagai sarana untuk melihat kinerja manajer dalam suatu 
periode . 
Nuraini dan Betri (2014) menyimpulkan dari penelitiannya sebagai berikut: 
a) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pusri Palembang telah 
memadai. b) Pelaksanaan penilaian kinerja pada PT. Pusri Palembang telah 
memadai. c) Pada pusat biaya terdapat beberapa kelemahan yaitu adanya situasi 
dan kondisi yang berubah-ubah seperti kenaikan harga bahan bakar gas, 
perubahan kurs dollar yang menjadi parameter dalam penyusunan anggaran dan 
biaya jasa profesional yang sulit untuk dianggarkan karena biaya ini bersifat 
insidentil dan tidak memiliki standar tertentu. Ditambah lagi dengan adanya 
kenaikan gaji para profesional yang mengikuti UMR. d) Pada pusat investasi, 
kinerja perusahaan sudah cukup baik. Kenaikan dan penurunan ROI dan ROE 
disebabkan oleh naik-turunnya laba akibat pengaruh volume produksi dan 
penjualan pupuk terutama pada amoniak. Selain itu, pemisahaan diri (spin off) 
juga berpengaruh cukup besar terutama pada tahun 2010 sehingga aset dan laba 
yang dihasilkan harus dialihkan. 
Berdasarkan penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk menjadikannya 
sebagai bahan penulisan skripsi dengan memusatkan perhatian kepada pusat biaya 
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sebagai salah satu pusat pertanggungjawaban dengan judul: “Penerapan 
Akuntansi Pertanggungjawaban Sebagai Alat Penilaian Kinerja Pusat Biaya pada 
Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu.” 
1.2 Rumusan Masalah  
Permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah :  
1. Bagaimana Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya telah 
diterapkan oleh RS. Bhayangkara? 
2. Bagaimana manfaat akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sebagai alat 
penilaian kinerja rumah sakit? 
1.3 Tujuan  
Adapun tujuan penulis mengadakan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya 
Rumkit Bhayangkara Bengkulu. 
2. Untuk mengetahui manfaat akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya 
sebagai penilaian kinerja rumah sakit Bhayangkara. 
1.4 Manfaat 
Adapun manfaat penulis mengadakan penelitian ini adalah : 
1. Manfaat praktis, hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat 
agar dimasa depan penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya 
dapat lebih baik lagi sehingga kinerja Rumah Sakit Bhayangkara dapat 
meningkat.  
2. Manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai 
bahan referensi bagi peneliti lainnya untuk menganalisa masalah yang sama 
 6 
 
dengan metode yang lain, baik dari segi jangka waktu dari data yang 
digunakan maupun dari segi analisisnya. 
1.5 Batasan Masalah 
Agar penelitian ini terarah maka perlu adanya batasan masalah dalam 
penelitian. Dalam penelitian ini peneliti ingin menawarkan penerapan Akuntansi 






















2 BAB II 
KAJIAN PUSTAKA 
2.1    Akuntansi Pertanggungjawaban 
2.1.1 Pengertian Akuntansi Pertanggungjawaban  
Akuntansi pertanggungjawaban merupakan alat untuk mengukur kinerja 
manajer maupun staf dari perusahaan dalam merealisasikan setiap biaya anggaran 
yang telah disusun oleh masing masing pusat pertanggungjawaban. Informasi 
akuntansi pertanggungjawaban dapat memberikan informasi kepada manejer dan 
atasan mengenai pelaksanaan atau prestasi kerja. 
Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa akuntansi 
pertanggungjawaban  merupakan sebuah sistem yang disusun untuk mengukur 
hasil setiap pusat pertanggungjawaban dan membandingkan hasil–hasil tersebut 
dengan hasil yang diharapkan atau dianggarkan. Akuntansi pertanggungjawaban 
menurut Mulyadi (2009) Akuntansi pertanggungjawaban adalah suatu sistem 
akuntansi yang disusun sedemikian rupa sehingga pengumpulan dan pelaporan 
biaya dan pendapatan dilakukan sesuai dengan pusat pertanggungjawaban dalam 
organisasi, dengan tujuan agar dapat ditunjuk orang atau kelompok orang yang 
bertanggungjawab atas penyimpangan biaya dan pendapatan yang dianggarkan. 
Hansen dan Mowen (2009) menyatakan bahwa akuntansi 
pertanggungjawaban adalah alat fundamental untuk pengendalian manajemen dan 
ditentukan melalui empat elemen penting, yaitu pemberian tanggung jawab, 
pembuatan ukuran kinerja atau benchmarking, pengevaluasian kinerja, dan 
pemberian penghargaan. Akuntansi pertanggungjawaban bertujuan mempengaruhi 
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perilaku dalam cara tertentu sehingga seseorang atau kegiatan perusahaan akan 
disesuaikan untuk mencapai tujuan bersama. 
Dari ketiga definisi di atas dapat diketahui bahwa akuntansi 
pertanggungjwaban dititik beratkan pada pertanggungjawaban biaya sebagai 
informasi pertanggungjawaban yang digunakan oleh manajemen untuk 
keperluannya. Setiap biaya dari tiap–tiap organisasi harus dapat 
dipertanggungjawabkan sesuai dengan anggaran yang ditetapkan oleh masing–
masing unit tersebut. Dengan membandingkan realisasi biaya dengan anggaran 
biaya dapat dilakukan penilaian atas pusat–pusat biaya dalam organisasi atau 
perusahaan sebagai alat ukur kinerja dari pusat pertanggungjawaban. 
Akuntansi pertanggungjawaban bukan hanya menunjukkan besarnya 
penyimpangan realisasi dan anggaran yang terjadi, tetapi yang terutama adalah, 
untuk memberikan informasi yang digunakan para manajer pusat 
pertanggungjawaban dalam melaksanakan tanggungjawab. Melalui informasi ini 
diharapkan dapat mendorong para manajer untuk mengambil tindakan langsung 
yang diperlukan dalam memperbaiki prestasi kerja sesuai tujuan perusahaan 
tercapai yaitu memperoleh keuntungan (profit) yang optimal. 
2.1.2 Konsep Dasar dan Syarat-Syarat Akuntansi Pertanggungjawaban 
Matz dan Usry (1997) mengemukakan tiga konsep dasar mengenai 
akuntansi pertanggungjawaban sebagai berikut: 
a. Titik awal dari sistem informasi akuntansi pertanggungjawaban terletak 
pada bagan organisasi dimana ruang lingkup wewenang telah ditentukan. 
Wewenang mendasari pertanggungjawaban biaya–biaya tertentu dengan 
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pertimbangan dan kerjasama antara penyelia, kepala departemen atau 
manajer. Biaya tersebut diajukan dalam anggaran departemen. 
b. Setiap anggaran harus jelas menunjukkan biaya–biaya yang dapat 
dikendalikan oleh orang yang bersangkutan. Bagan perkiraan harus 
disesuaikan supaya dapat dilakukan pencatatan atas biaya–biaya yang dapat 
dikendalikan atau dipertanggungjawabkan dalam kerangka kerja yang 
tercakup dalam wewenang. 
Konsep diatas menekankan perlunya pembentukan pusat 
pertanggungjawaban dan pusat pertanggungjawaban tersebut memerlukan 
pendelegasian wewenang untuk mendasari pertanggungjawaban atas biaya 
terkendali yang telah dianggarkan. 
Mulyadi (2007) menyatakan syarat-syarat penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya yang memadai sebagai berikut: 
1. Struktur organisasi yang menetapkan secara tegas wewenang dan tanggung 
jawab tiap tingkatan manajemen.  
2. Anggaran biaya yang disusun untuk tiap tingkatan manajemen.  
3. Penggolongan biaya sesuai dengan dapat tidaknya dikendalikan 
(controllability) biaya oleh menajamen tertentu dalam organisasi.  
4. Sistem akuntansi biaya yang disesuaikan dengan struktur organisasi.  Sistem 
pelaporan biaya kepada manajer yang bertanggung jawab (responsibility 
reporting). 
2.1.3 Manfaat Akuntansi Pertanggungjawaban  
Menurut Mulyadi (2001) menyatakan manfaat dari akuntansi 
pertanggungjawaban adalah “Akuntansi pertanggungjawaban yang berupa 
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informasi masa yang akan datang, bermanfaat untuk penyusunan anggaran untuk 
periode yang akan datang, sedangkan informasi masa lalu bermanfaat sebagai 
penilai kinerja manajer pusat pertanggungjawaban dan alat pemotivasi manajer”. 
Dari kutipan tersebut ada 3 manfaat akuntansi pertanggungjawaban yaitu : 
Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Dasar Penyusunan Anggaran, Akuntansi 
Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilai Kinerja Manajer Pusat 
Pertanggungjawaban dan Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pemotivasi 
Manajer. 
a. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Dasar Penyusunan Anggaran. 
Informasi dari laporan akuntansi pertanggungjawaban dapat dipakai sebagai 
dasar penyusunan anggaran untuk periode berikutnya. Informasi tersebut 
berhubungan dengan peran dan tanggungjawab yang diberikan kepada manajer 
pusat pertanggungjawaban tersebut selama periode tertentu. 
Menurut Mulyadi (2001) proses penyusunan anggaran pada dasarnya 
merupakan proses penetapan siapa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan 
kegiatan pencapaian tujuan perusahaan dan penetapan sumber daya yang 
disediakan bagi pemegang tanggungjawab tersebut  
b. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Penilai Kinerja Manajer 
Pusat Pertanggungjawaban. 
Penilaian kinerja merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam 
melaksakan peran yang mereka miliki dalam organisasi. Jika informasi akuntansi 
merupakan salah satu dasar penilaian kinerja, maka informasi itu terkait dengan 
akuntansi manajemen yang dihubungkan dengan individu yang memiliki peran 
dalam organisasi yang merupakan informasi akuntansi manajemen. Pada akhir 
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periode yang telah ditentukan, manajer pusat pertanggungjawaban harus 
melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja mereka dalam suatu laporan 
akuntansi pertanggungjawaban selama periode tersebut. 
Pada awal periode, manajemen puncak akan menetapkan batasan kepada 
manajer pusat pertanggungjawaban sebagaimana yang dikemukakan oleh Mulyadi 
(2001) yang menyatakan bahwa “Jika seseorang diminta untuk bertanggungjawab 
atas sesuatu, langkah pertama yang harus dilakukan adalah menetapkan dengan 
jelas daerah pertanggungjawaban yang menjadi wewenangnya”. Manager pusat 
pertanggungjawaban akan diberi wewenang dalam menjalankan tanggungjawab 
dan mencapai sasaran yang diberi oleh manajemen puncak. Dengan 
tanggungjawab dan sasaran yang jelas, maka kinerja manajer akan lebih mudah 
dinilai. 
Setelah batasan tanggungjawab ditetapkan, tahap berikutnya adalah 
menetapkan kriteria penilaian kinerja. Kriteria penilaian kinerja harus disesuaikan 
dengan ruang lingkup tanggungjawab. Kriteria ini berbeda untuk setiap pusat 
pertanggungjawaban. Kinerja manajer pusat biaya teknis dinilai berdasarkan 
produktivitas dengan biaya lebih rendah dari yang dianggarkan. Kinerja manajer 
pusat biaya kebijakan dinilai berdasarkan pelaksanaan tugas dalam batas biaya 
yang dianggarkan kinerja manajer pusat biaya investasi dinilai dari Return on 
Investment. 
c. Akuntansi Pertanggungjawaban sebagai Alat Pemotivasi Manajer 
Mulyadi (2001) mengatakan bahwa “Seseorang akan termotivasi untuk 
bekerja jika ia yakin kinerjanya akan mendapat penghargaan”. Pemberian 
penghargaan atas kinerja manager akan berpengaruh langsung pada motivasi 
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manajer untuk meningkatkan kinerja. Informasi akuntansi pertanggungjawaban 
yang berisi laporan pertanggungjawaban manajer dapat dijadikan sebagai tolak 
ukur untuk menilai prestasi manager yang tentunya secara positif memotivasi 
manajer untuk meningkatkan kinerjanya. Maksimalisasi motivasi manajer secara 
tidak langsung juga berarti maksimalisasi kinerja karyawan dan berarti juga dapat 
membangkitkan dorongan dalam diri setiap orang untuk mengerahkan semua 
usahanya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Motivasi dapat 
dibangkitkan secara langsung dengan memberikan penghargaan berupa bonus dan 
promosi. Penghargaan tidak langsung dilakukan dengan memberikan tunjangan 
kesejahteraan Akuntansi pertanggungjawaban didasarkan atas penggolongan 
tanggungjawab manajemen (departemen–departemen) pada setiap tingkatan 
dalam suatu organisasi dengan tujuan membentuk anggaran bagi masing–masing 
departemen.  
Individu yang mengepalai pusat pertanggungjawaban harus 
bertanggungjawab dan mempertanggungjawabkan biaya-biaya dari kegiatannya. 
Konsep ini menekankan perlunya penggolongan biaya menurut biaya yang dapat 
atau tidak dapat dikendalikan oleh kepala departemen. Umumnya biaya–biaya 
yang secara langsung dapat dibebankan pada departemen (kecuali biaya tetap) 
merupakan biaya yang dapat dikendalikan oleh manajer departemen tersebut. 
seperti asuransi, honorarium, liburan atau tunjangan lainnya. 
2.1.4 Definisi dan jenis-jenis Pusat Pertanggungjawaban  
Dalam organisasi perusahaan, penentuan daerah pertanggungjawaban dan 
manajer yang bertanggungjawab dilaksanakan dengan menetapkan pusat-pusat 
pertanggungjawaban. Anthony dan Govindarajan (2005) menyatakan bahwa         
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“Pusat pertanggungjawaban merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang 
manajer yang bertanggungjawab terhadap aktivitas yang di lakukan”. 
 Sedangkan Hansen dan Mowen (2005) berpendapat bahwa pusat 
pertanggungjawaban adalah “Suatu segmen bisnis yang manajernya 
bertanggungjawab terhadap serangkaian kegiatan-kegitan tertentu”. Berdasarkan 
definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa pusat pertanggungjawaban 
merupakan suatu unit dalam organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang 
bertanggungjawab atas serangkaian kegiatan tertentu yang dilaksanakan unit yang 
dipimpin. Penentuan pusat pertanggungjawaban dalam suatu organisai 
dipengaruhi oleh sruktur organisasinya. Suatu pusat pertanggungjawaban dapat di 





Gambar 2.1 Pusat pertanggungjawaban sebagai suatu system 
Sumber : Supriyono (2001) 
Hubungan antara masukan dan keluaran suatu pusat pertanggungjawaban 
mempunyai karakteristik tertentu. Hampir semua masukan suatu pusat 
pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif, namun tidak semua keluaran 
pusat pertanggungjawaban dapat diukur secara kuantitatif. Ada 4 jenis pusat 
pertanggungjawaban menurut Garrison dan Noreen (2000), yaitu : pusat biaya, 
pusat laba, pusat pendapatan, dan pusat investasi. 
2.1.4.1  Pusat Biaya 
 Pusat biaya merupakan pusat pertanggungjawaban yang manajernya 
bertanggungjawab atas biaya yang terjadi dalam unit tersebut, yang meliputi 
keseluruhan biaya yang dibebankan untuk aktivitas usaha. Prestasi manajer pusat 
Pusat Pertanggungjawaban 





biaya diukur atas dasar biayanya atau masukan dalam menghasilkan keluaran, 
dengan kata lain prestasinya diukur berdasarkan kemampuannya untuk menekan 
biaya–biaya yang digunakan oleh pusat pertanggungjawabannya. Prestasi 
keuangan dari pimpinan suatu pusat biaya dapat juga dinilai dengan 
membandingkan biaya yang sesungguhnya dengan biaya menurut anggaran atau 
dengan harga pokok standar. 
Menurut Suadi (2001) menyatakan bahwa “Pusat biaya adalah pusat 
pertanggungjawaban yang oleh system pengendalian manajemen, masukannya 
diukur dalam satuan moneter, sedangkan keluarannya tidak diukur dalam satuan 
moneter”. Anthony dan Govindarajan (2005) mengatakan “pusat biaya adalah 
pusat dimana seluruh input diukur dalam bentuk jumlah uang namun tidak diukur 
dalam jumlah yang sama”.  
Pusat biaya terbagi atas pusat biaya teknis dan kebijakan, sebagaimana yang 
dikemukakan oleh Anthony dan Govindarajan (2011) pada umumnya, ada dua 
jenis pusat biaya, sebagai berikut : 
a. Pusat Biaya Teknis adalah biaya-biaya yang jumlahnya secara tepat dan 
memadai dapat diestimasikan dengan keandalan yang wajar. Contoh 
pusat biaya teknis adalah bagian produksi dan bagian pengiriman. 
 b.Pusat Biaya Kebijakan (biaya yang dikelola) adalah biaya yang tak 
tersedia estimasi tekniknya. Di pusat biaya kebijakan, biaya-biaya yang 
dikeluarkan tergantung pada penilaian manajemen atas jumlah yang 
memadai dalam kondisi tertentu. Contoh pusat biaya kebijakan adalah 
bagian akuntansi, personalia. dan bagian penelitian dan pengembangan. 
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Biaya yang terjadi dalam pusat biaya tidak selamanya dapat dikendalikan 
oleh manajer yang bersangkutan sehingga dalam pengumpulan dan pelaporan 
biaya–biaya dan pengumpulan biaya dari setiap pertanggungjawaban, harus 
dipisahkan antara biaya yang dapat dikendalikan (controllable cost), contohnya 
biaya administrasi dan umum, biaya penyusustan, dengan biaya yang tidak dapat 
dikendalikan (uncontrollable cost), contohnya biaya jasa. Manajer pusat biaya 
hanya bertanggungjawab terhadap biaya–biaya yang dapat dikendalikan saja. 
2.1.4.2 Pusat Laba 
Menurut Suadi (2001) “Pusat laba adalah pusat pertanggungjawaban yang 
keluaran dan masukannya diukur dalam satuan moneter, sehingga laba dapat 
dihitung”. Kinerja pimpinannya dapat dilihat dari laba yang dihasilkan. Dalam 
konsep sistem pengendalian manajemen, pimpinan pusat laba memiliki 
kewenangan atau tanggungjawab atas pendapatan dan biaya. 
Keberadaan suatu pusat laba lebih relevan untuk perencanaan dan 
pengendalian laba yang mengacu kepada pengukuran unit masukan dan keluaran 
dari pusat laba yang bersangkutan. Untuk meyakinkan efektifitas pengendalian 
melalui sistem pengendalian pusat laba, beragam aktifitas yang controllable dan 
uncontrollable harus diidentifikasi. Manajer pusat laba bertanggungjawab atas 
biaya– biaya dan penghasilan yang dikontrol melalui keputusan–keputusannya. 
Menurut Sukarno (2002) keuntungan adanya pusat laba : 
1. Kesadaran atas laba memicu para manajer untuk senantiasa peka dalam 
aktifitas pemasaran yang memperbesar keuntungan. 
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2. Proses pembuatan keputusan operasional relative lebih singkat sebab tidak 
perlu harus dibuat di kantor pusat, tetapi cukup di pusat laba yang 
bersangkutan. 
3. Manajer pusat laba semakin leluasa mengembangkan inisiatif dan 
kapabilitasnya dalam mengembangkan strategic business unit yang 
dipimpinnya. 
Walaupun laba mampu menunjukkan efisiensi dan efektifitas perusahaan 
maupun pusat laba, tetapi sebagai alat pengukur, laba juga menimbulkan masalah. 
Menurut Suadi (2001) Laba tidak menunjukkan seluruh hasil kerja 
manajemen. Penyebabnya adalah laba hanya mencerminkan hal–hal yang dapat 
diukur dalam satuan moneter. Contoh hal–hal yang tidak dapat diukur dalam 
satuan moneter adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (semangat 
kerja, keterampilan, moral), arah pangsa pasar (naik turun), dan sebagainya. 
Kelemahan lain dari laba sebagai alat pengukur adalah sukarnya menentukan 
standar laba dari sebuah pusat laba. Walaupun anggaran laba sering digunakan 
sebagai standard, tetapi penentuan anggaran tersebut tergantung pada manajemen 
sehingga diragukan perannya sebagai standar. 
Cara–cara mengukur kinerja pusat laba menurut Sukarno (2002) antara lain:  
1. Contribution margin yaitu pendapatan setelah dikurangi penjualan dan 
semua biaya variabel. 
2. Direct profit yaitu contribution margin setelah dikurangi biaya tetap yang 
terjadi di pusat laba yang bersangkutan. 
 17 
 
3. Controllable profit yaitu direct profit dikurangi biaya yang dibebankan 
oleh kantor pusat namun masih controllable bagi pusat laba yang 
bersangkutan. 
4. Income before income tax yaitu controllable profit setelah dikurangi 
beban dari kantor pusat lainnya. 
5. Net income yaitu income before income tax setelah dikurangi pajak yang 
terhutang. 
a. Pusat Pendapatan 
Menurut Supriyono (2001) “Pusat pendapatan adalah suatu pusat 
pertanggungjawaban dalam suatu organisasi yang prestsi manajernya dinilai atas 
dasar pendapatan pusat pertanggungjawaban tersebut”. Prestasi manajer pusat 
pendapatan diukur berdasarkan pendapatan yang diperolehnya selama suatu 
periode dimana pendapatan tersebut diukur berdasarkan jumlah penjualan yang 
dicapai lalu dibandingkan dengan penjualan yang dianggarkan. 
Bila seorang manajer pusat pendapatan hanya berfokus pada aktifitas yang 
mampu meningkatkan omset penjualan tanpa bertanggungjawab atas biaya yang 
dikeluarkan atau basis investasi yang digunakan, peluang dan kontribusi manajer 
tesebut terhadap profitabilitas perusahaan menjadi tidak jelas. Karena itu menurut 
Sukarno (2002) Dalam menganalisis kinerja manajer pusat pendapatan, 
seyogyanya tidak semata–mata dengan mencermati hasil penjualan, namun juga 
dengan menelaah keseluruhan pasar yang tersedia dan besarnya pangsa pasar yang 





Tahap analisis industri adalah sebagai berikut : 
1. Membuat proyeksi permintaan pasar. 
2. Menilai posisi perusahaan dalam persaingan, yang dapat dihitung dengan 
rumus berikut : 
𝑃𝑎𝑛𝑔𝑠𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 =  
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎ℎ𝑎𝑎𝑛
𝑝𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑡𝑎𝑎𝑛 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑟
 𝑥 100% 
Biaya–biaya yang terjadi pada pusat pendapatan hanyalah biaya–biaya yang 
berada dibawah pengawasan langsung manajer pusat pendapatan. Pusat 
pendapatan tidak dapat disebut sebagai pusat laba karena biaya–biaya yang terjadi 
dalam pusat pertanggungjawaban ini belumlah merupakan biaya lengkap. 
b. Pusat Investasi 
Hansen dan Mowen (2001) mengatakan, “Pusat investasi adalah pusat 
pertanggungjawaban yang prestasi manajernya diukur berdasarkan investasi yang 
digunakan, pendapatan yang dihasilkan, serta biaya–biaya yang terjadi”. 
Sedangkan menurut Sukarno (2002) “Jika investasi diidentikkan dengan asset, 
maka pusat investasi adalah pusat pertanggungjawaban yang kinerja manajernya 
dinilai dari prestasi memanfatkan asset perusahaan”. 
Sukarno (2001) mengatakan: Pengertian prestasi memanfatkan adalah 
prestasi untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pusat investasi 
menyerupai pusat laba. Yang membedakan adalah orientasi operasionalnya. Pusat 
laba lebih mengacu ke bisnis utama (core business) perusahaan dan waktunya 
periodic, sedangkan pusat investasi lebih mengacu pada pendayagunaan semua 
asset produktif (Earning Asset) dan jangka waktunya tidak selalu periodik. 
Dengan kata lain pusat laba menggunakan Transaction Approach dan pusat 
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investasi menggunakan Capital Maintenance Approach. Dalam manajemen 
keuangan, asset produktif terdiri dari Modal Kerja, Penyertaan dan Aktiva Tetap. 
Menurut Sukarno (2002) “Alat ukur kinerja pusat investasi adalah Return on 
Investment (ROI) dan Economic Value Added (EVA)”. 
1. Formula  𝑅𝑂𝐼 =
𝑁𝑒𝑡  𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑛𝑔  𝑖𝑛𝑐𝑜𝑚𝑒
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐴𝑠𝑠𝑒𝑡𝑠
  
2. Formula  𝐸𝑉𝐴 = 𝐸𝐵𝐼𝑇 − 𝑇𝐴𝑋 −𝑊𝐴𝐶𝐶 
Keterangan : 
EBIT = Earning Before Interest and Tax (laba sebelum beban bunga dan 
pajak) 
TAX = Pajak Penghasilan Perusahaan 
WACC = Weighted Average Cost of Capital (biaya modal rata –rata 
tertimbang). 
2.2 Akuntansi Pertanggungjawaban Pusat Biaya 
Pusat biaya adalah pusat pertanggungjawaban dimana seluruh input diukur 
dalam bentuk jumlah uang, namun output tidak diukur dengan cara yang sama. 
Menurut Anthony dan Govindarajan (2002) prestasi manajer pusat biaya diukur 
dengan kemampuan untuk menekan biaya-biaya yang digunakan oleh pusat 
pertanggungjawaban. 
2.2.1 Biaya Teknis dan Biaya Kebijakan 
Dalam konsep akuntansi pertanggungjawaban dikenal biaya teknis dan 
biaya kebijakan (Suadi:2001). Biaya teknis adalah biaya pengeluaran dan 
manfaatnya dapat ditelusuri karena memiliki hubungan antara masukan dan 
keluaran yang dihasilkan sedangkan biaya kebijakan adalah biaya yang 
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pengeluaran dan manfaatnya tidak dapat ditelusuri karena pengeluaran dan 
masukannnya yang dihasilkan tidak ada hubungannya. 
 Biaya kebijakan adalah biaya yang merefleksikan keputusan pihak 
manajemen yang berkaitan dengan kebijakan tertentu yang biasanya terdapat di 
unit-unit administrasi dan pendukung (seperti akuntansi, hukum,sumber daya 
manusia) operasi-operasi litbang, dan aktivitas pemasaran yang outputnya tidak 
bias diukur dengan uang. Sedangkan Supriyono (2000) memberikan defenisi 
sebagai berikut: “Biaya kebijakan adalah biaya yang terjadinya dan variabilitasnya 
ditentukan berdasarkan kebijakan manajemen dan tidak mempunyai hubungan 
fisik secara optimal (erat dan nyata) dengan keluarannya.”  Input biaya kebijakan 
sulit dikaitkan secara fisik kepada outputnya karena output tersebut tidak dapat 
dinilai secara kuantitatif. Biaya kebijakan merupakan hasil dari keputusan 
manajemen.  
2.2.2 Pusat Biaya Teknis dan Pusat Biaya Kebijakan 
Sejalan dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban, manajemen 
merencanakan dan membentuk pusat – pusat biaya pada perusahaannya. Pusat 
biaya terbagi atas pusat biaya teknis dan pusat biaya kebijakan. Menurut Suadi 
(2001) Pusat biaya teknis adalah pusat biaya yang sebagian besar biayanya dapat 
ditentukan dengan pasti karena biaya tersebut berhubungan erat dengan volume 
kegiatan pusat biayanya. Contoh pusat biaya teknis adalah bagian produksi dan 
bagian pengiriman. Pusat biaya kebijakan adalah pusat biaya yang sebagian besar 
biayanya tidak berhubungan erat dengan volume kegiatan pusat biaya tersebut. 
Jumlah biaya yang tepat untuk kegiatan pusat biaya kebijakan ditentukan 
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berdasarkan kebijakan manajemen. Contoh pusat biaya kebijakan adalah bagian 
akuntansi, personalia, dan bagian penelitian dan pengembangan.  
Pengukuran pusat biaya kebijakan berkaitan erat dengan efektifitas dan 
efsiensi. Anthony dan Govindarajan (2002) mengatakan “Efisiensi dan efektifitas 
berkaitan satu sama lain, setiap pusat pertanggungjawaban harus efektif dan 
efisien, dimana perusahaan harus mencapai tujuannya dengan cara optimum.”  
Menurut Supriyono (2001) Efisiensi adalah ratio keluaran terhadap masukan. 
Efektifitas adalah hubungan antara keluaran pusat pertanggungjawaban dengan 
tujuannya. Semakin besar kontribusi keluaran pusat pertanggungjawaban terhadap 
pencapaian tujuan perusahaan, semakin efektif kegiatan pusat 
pertanggungjawaban tersebut.  
 Biaya kebijakan sulit diukur efisiensinya, tidak ada kepastian dimana 
semakin besar biaya yang digunakan maka keluaran yang dihasilkan akan 
semakin besar. Sebagai contoh, bagian penelitian dan pengembangan meminta 
agar diperkenankan melakukan pengeluaran yang lebih besar untuk mengkaji 
mengapa dalam tiga bulan terakhir omset penjualan berkurang. Beban penelitian 
pemasaran tersebut tidak akan menjamin omset penjualan akan meningkat. Akan 
tetapi biaya kebijakan dapat diukur efektifitasnya, walaupun sulit dilakukan. 
Efektifitas kadang – kadang dinyatakan dalam standar kualitatif. Misalnya bagian 




2.3 Sistem Penyusunan Anggaran Pusat Biaya  
2.3.1 Pengertian Anggaran 
Menurut Supriyono (2000) “ Anggaran adalah suatu rencana terinci yang 
disusun secara sistematis dan dinyatakan secara formal dalam ukuran kuantitatif, 
biasanya dalam satuan moneter, untuk menunjukkan perolehan dan penggunaan 
sumber–sumber suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu.” Sedangkan 
menurut Anthony dan Govindarajan (2005) anggaran merupakan alat penting 
untuk perencanaan dan pengendalian jangka pendek yang efektif dalam 
organisasi. 
2.3.2 Manfaat 
Manfaat anggaran menurut Supriyono (2000), antara lain untuk :  
1. Perencanaan kegiatan organisasi atau suatu pusat tanggungjawab dalam 
jangka pendek.  
2. Membantu mengkoordinasikan rencana jangka pendek  
3. Alat komunikasi rencana kepada berbagai manajer pusat 
pertanggungjawaban  
4. Alat untuk memotivasi para manajer untuk mencapai tujuan pusat 
pertanggungjawaban yang dipimpinnya.  
5. Alat pengendalian kegiatan dan penilaian prestasi pusat – pusat 
pertanggungjawaban dan manajer.  
6. Alat pendidikan para manajer.  
2.3.3 Keunggulan, Keterbatasan, dan Syarat Anggaran 
Supriyono (2001) mengemukakan keunggulan anggaran sebagai berikut :  
1. Menyediakan suatu pendekatan disiplin untuk menyelesaikan masalah.  
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2. Membantu manajer membuat studi awal terhadap masalah – masalah 
yang dihadapi oleh suatu organisasi dan membiasakan manajemen 
untuk mempelajari secara seksama suatu masalah sebelum diputuskan.  
3. Menyediakan cara–cara sebelum untuk memformalisasi usaha usaha 
perencanaan.  
4. Menutup kemacetan potensial sebelum kemacetan tersebut terjadi.  
5. Mengembangkan iklim sadar laba dalam perusahaan, mendorong sikap 
kesadaran terhadap pentingnya biaya dan memaksimalkan pemanfaatan 
sumber–sumber perusahaan.  
6. Membantu mengkordinasi dan mengintegrasikan penyusunan rencana 
operasi berbagai bagian yang ada pada organisasi sehingga hasil 
akhirdan rencana–rencana tersebut dapat terintegrasi dan komprehensif.  
7. Memberikan kesempatan kepada organisasi untuk meninjau kembali 
secara sistematis terhadap kebijaksanaan dan pedoman dasar yang 
sudah ditentukan. 
8. Mengkoordinasikan, menghubungkan dan membantu mengarahkan 
investasi dan semua usaha organisasi ke saluran yang paling 
menguntungkan. 
9. Mendorong suatu standar prestasi yang tinggi dengan membangkitkan 
semangat bersaing yang sehat, menimbulkan perasaan yang berguna 
dan menyediakan peransang (insentif) untuk pelaksanaan yang efektif. 
10. Menyediakan tujuan atau sasaran yang merupakan alat pengukuran atau 
standar untuk mengukur prestasi dan ukuran pertimbangan manajemen 
dan sikap eksekutif secara individual. 
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Meskipun anggaran memiliki banyak keunggulan, namun anggaran juga 
memiliki banyak keterbatasan, sebagaimana yang digunakan oleh Sukarno (2002) 
yaitu :  
1. Anggaran berdasarkan taksiran sehingga tidak selalu akurat, aspek 
sensivitas bisnis kerap mewarnai kualitas data. 
2. Dalam penyusunan anggaran diperlukan partisipasi dari berbagai 
tingkatan manajemen. Kondisi demikian cenderung menimbulkan 
permasalahan karena adanya ketidakselarasan hubungan antar karyawan. 
3. Intuisi bisnis juga merupakan faktor penting yang senantiasa 
dipertimbangkan, dan hakikat anggaran adalah membantu dan bukan satu 
–satunya atau yang tertinggi dalam kebijakan manajemen.  
  Agar anggaran dapat memanfatkan keunggulannya sebaik mungkin dan 
menekan keterbatasan seminimal mungkin, maka anggaran yang baik 
memerlukan syarat - syarat yang harus dipenuhi seperti yang dikemukakan oleh 
Supriyono (2000) sebagai berikut: 
1. Adanya organisasi perusahaan yang sehat  
Organisasi yang sehat adalah organisasi yang membagi tugas fungsional 
dengan jelas dan menentukan garis wewenang dan tanggungjawab yang 
tegas.  
2. Adanya sistem akuntansi yang memadai  
Sistem akuntansi yang memadai meliputi :  
a. Penggolongan rekening yang sama antar anggaran dan realisasi 
sehingga dapat dibandingkan dan dihitung penyimpangannya.  
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b. Pencatatan akuntansi memberikan informasi mengenai realisasi, 
anggaran dan selisih. 
c. Laporan berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban.  
3. Adanya penelitian dan analisis  
Penelitian dan analisis diperlukan untuk menetapkan alat ukur prestasi 
sehingga anggaran dapat dipakai untuk menganalisis prestasi.  
4. Adanya dukungan para pelaksana.  
Anggaran dapat dipakai sebagai alat yang baik bagi manajemen jika ada 
dukungan dari para pelaksana, baik dari tingkat atas maupun tingkat bawah.  
2.3.4 Jenis-Jenis Anggaran 
Anggaran dapat dibuat untuk setiap kegiatan yang dilakukan perusahaan. 
Anggaran yang bersifat komprehensif tersebut disebut anggaran induk (master 
budget). Oleh karena penganggaran memerlukan waktu dan perhatian manajemen 
yang cukup  besar, ada perusahaan yang hanya membuat anggaran untuk kegiatan 
yang dianggap kritis saja. Anggaran tersebut disebut anggaran perencanaan 
(planning budgeting) misalnya anggaran fleksibel yaitu anggaran biaya yang 
jumlahnya disesuaikan dengan volume kegiatan produksi.  
2.3.5 Proses Penyusunan Anggaran  
 Anggaran memerlukan proses penyusunan. Penyusunan anggaran adalah 
proses akuntansi dan juga proses manajemen. Proses akuntansi berarti penyusunan 
anggaran merupakan proses mempelajari mekanisme, prosedur untuk merakit data 
dan membentuk anggaran. Proses manajemen berarti penyusunan anggaran 
merupakan proses penetapan peran setiap manajer dalam melaksanakan program 
atau bagian program.  
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2.3.6 Tahap – Tahap Penyusunan Anggaran  
 Menurut Supriyono (2001) adapun tahap–tahap penyusunan anggaran 
adalah sebagai berikut :  
a. Memahami SWOT  
Manajemen puncak menganalisi SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats) yang dimiliki organisasi dan lingkunganya.  
b. Memahami Perumusan Strategi dan Perencanaan Strategis  
Atas dasar SWOT, manajemen puncak menyusun perumusan strategi 
proses penentuan tujuan dan strategi pokok yang akan digunakan untuk 
mencapai tujuan tersebut.  
c. Mengkomunikasikan Tujuan, Strategi Pokok dan Program  
Manajemen puncak selanjutnya mengkomunikasikan SWOT, tujuan, 
strategi, dan program yang telah ditetapkan kepada komite anggaran, 
para manajer divisi dan para manajer dibawahnya.  
d. Memilih Taktik, Mengkoordinasi dan Mengawasi Operasi  
Setelah menetapkan tujuan, strategi dan program atas dasar SWOT, 
manajer divisi selanjutnya memilih taktik yang akan digunakan.  
e. Menyusun Usulan Anggaran  
Setiap manajer, baik manajer departemen maupun manajer seksi, harus 
menyusun dan menyerahkan usulan anggaran kepada komite anggaran.  
f. Menyarankan Revisi Usulan Anggaran  
Komite anggaran menyarankan revisi tehadap usulan anggaran setiap 
divisi agar terdapat keselarasan dengan anggaran divisi yang lain dan 
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agar sesuai dengan rencana jangka panjang dan tujuan organisasi yang 
telah ditentukan oleh manajemen puncak.  
g. Menyetujui Revisi Usulan Anggaran dan Merakit Merakit Menjadi 
Anggaran Perusahaan  
 Setelah usulan anggaran direvisi oleh setiap divisi yang bersangkutan 
dan revisinya telah disetujui oleh komite anggaran, maka komite merakit 
usulan tersebut menjadi anggaran perusahaan.  
h. Revisi dan Pengesahan Anggaran Perusahaan  
Anggaran perusahaan mungkin masih memerlukan revisi sebelum 
disyahkan oleh manajemen puncak menajadi anggaran perusahaan yang 
resmi.   
2.3.7 Hubungan Anggaran dengan Akuntansi Pertanggungjawaban  
 Ide pokok akuntansi pertanggungjawaban adalah bahwa setiap manajer 
pusat pertanggungjawaban harus bertanggungjawab terhadap elemen–elemen 
yang secara langsung berada di bawah pengendaliannya. Akuntansi 
pertanggungjawaban adalah akuntansi yang didesain secara khusus dan 
diimplementasikan untuk menilai kinerja manajer pusat–pusat 
pertanggungjawaban. Tanggungjawab manajer adalah pendapatan, biaya laba dan 
investasi sesuai dengan jenjang manajemen pusat pertanggungjawaban. Sesuai 
dengan ide pokok tersebut, anggaran harus disusun untuk setiap jenjang 
manajemen pusat pertanggungjawaban yang dibebani tanggungjawab atas 
pendapatan, biaya, laba dan investasi.  
Melalui laporan kinerja, anggaran setiap pusat pertanggungjawaban 
dibandingkan dengan realisasinya sehingga dapat ditentukan kinerja manajer 
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pusat pertanggungjawaban. Sebagai akibatnya system akuntansi 
pertanggungjawaban memandang pendapatan, biaya, laba dan investasi dari sudut 
pengendalian pribadi atau kinerja manajer dan bukan dipandang dari kinerja 
ekonomi. Kinerja manajer atau pengendalian pribadi adalah kinerja untuk 
menunjukkan sebarapa baik manajer tersebut dalam mengelola pusat 
pertanggungjawabannya. Kinerja ekonomi adalah kinerja untuk menunjukkan 
kemampuan suatu pusat pertanggungjawaban sebagai suatu entitas ekonomi.   
 Anggaran dapat menunjukkan sumber daya yang boleh dipakai sebuah 
pusat pertanggungjawaban, sumber daya yang harus diperoleh pusat 
pertanggungjawaban ataupun keduanya. Menurut Suadi (2001) “ Sumber daya 
yang boleh dipakai menunjukkan wewenang pusat pertanggungjawaban, 
sedangkan sumber daya yang harus diperoleh menunjukkan tanggung jawab pusat 
pertanggungjawaban. Pada awal tahun anggaran, anggaran merupakan harapan 
bagi manajemen. Pada akhir tahun anggaran, anggaran merupakan standar untuk 
mengevaluasi kinerja pusat pertanggungjawaban.  
2.4 Sistem Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pusat Biaya  
 Langkah pertama dalam sistem pelaporan pertanggungjawaban adalah 
pembentukan garis dan bidang pertanggungjawaban. Elemen–elemen yang 
terdapat pada struktur organisasi mewakili segmen organisasi yang membuat atau 
menerima laporan sesuai fungsi dan tanggungjawabnya.  Agar dapat memantau 
hasil kerja pusat pertanggungjawaban, diperlukan sebuah sistem pelaporan. Dalam 
laporan pertanggungjawaban harus ditunjukkan hasil kerja pusat 
pertanggungjawaban beserta anggarannya agar dapat diketahui penyimpangan 
terhadap anggaran. Agar lebih bermanfaat, laporan pertanggungjawaban harus 
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disertai dengan analisis tentang penyebab timbulnya penyimpangan. Laporan 
pertanggungjawaban biasanya dibuat secara berkala dengan dasar bentuk dan 
format yang tetap dari waktu ke waktu serta disesuaikan dengan tingkat 
manajemen yang menerimanya.  
Mulyadi (2001) mengatakan bahwa dasar–dasar yang melandasi 
penyusunan sebuah laporan pertanggungjawaban biaya adalah sebagai berikut :  
a. Jenjang terbawah yang diberi laporan adalah tingkatan manajer bagian.   
b. Manajer jenjang terbawah diberi laporan pertanggungjawaban biaya 
yang diberi rincian mengenai realisasi biaya dibandingkan dengan 
anggaran biaya disusunnya.  
c. Manajer jenjang diatasnya diberi laporan mengenai biaya pusat 
pertanggungjawabannya sendiri dan ringkasan realisasi biaya yang 
dikeluarkan oleh manajer–manajer yang dibawah wewenangnya, yang 
disajikan dalam bentuk perbandingan dengan anggaran biaya yang 
disusun berdasarkan wewenang manajer–manajer tersebut.  
d. Semakin ke atas laporan pertanggungjawaban biaya disajikan semakin 
ringkas.  
Selisih yang terjadi antara anggaran dan realisasinya dilaporkan kepada 
manajemen melalui sistem pelaporan pertanggungjawaban atau sistem 
pelaporan kinerja.  
Menurut Supriyono (2000) sistem pelaporan yang baik memiliki 
karakteristik sebagai berikut :  
a. Laporan menyajikan selisih antara anggaran dan realisasinya, faktor – 
faktor penyebab selisih, dan manajer yang bertanggungjawab.  
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b. Laporan mencakup ramalan tahunan.  
c. Laporan mencakup penjelasan mengenai penyebab selisih, tindakan 
koreksi atau selisih dan waktu yang diperlukan untuk melaksanakan 
tindakan koreksi secara efektif.  
  Menurut Mulyadi (2001), jenis laporan pertanggungjawaban biaya 
digolongkan menjadi tiga kelompok sesuai dengan jenjang organisasi yaitu :  
a. Laporan pertanggungjawaban biaya–manajer bagian. Laporan ini 
disajikan untuk para manajer bagian.  
b. Laporan pertanggungjawaban biaya manajer–departemen. Laporan ini 
disajikan untuk para manajer departemen.  
c. Laporan pertanggungjawaban biaya–direksi Laporan ini disajikan 
kepada direktur utama, produksi dan pemasaran.  
  Menurut Supriyono (2001) Laporan kinerja pusat pertanggungjawaban 
dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu laporan kinerja ekonomi dan laporan 
kinerja pribadi. Laporan kinerja ekonomi berhubungan dengan kinerja suatu pusat 
pertanggungjawaban sebagai suatu kesatuan ekonomi. Laporan rugi laba 
konvensional yang disusun untuk suatu pusat laba merupakan laporan kinerja 
ekonomi dan laba bersih merupakan dasar pengukuran kinerja ekonomi. Laporan 
kinerja ekonomi disusun dari informasi akuntansi konvensional, termasuk 
akuntansi biaya penuh.   
Laporan kinerja pribadi menitikberatkan pada kinerja manajer pusat laba, 
laporan ini disebut juga laporan pengendalian. Laporan ini disusun dari informasi 
akuntansi pertanggungjawaban dan menunjukkan seberapa baik kinerja manajer 
pusat laba yang sesungguhnya dibandingkan dengan standar kinerja yang 
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diharapkan dapat dicapai oleh manajer tersebut. Jika manajer pusat laba dinilai 
tidak mampu menghasilkan laba yang memuaskan maka diperlukan tindakan 
untuk memperbaiki hal tersebut. Pertimbangan perilaku manajer perlu digunakan 
pada laporan kinerja pribadi.  
2.5 Penelitian Terdahulu 
Beberapa penelitian mengenai akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 
penilaian kinerja. Telah dilakukan pada beberapa perusahaan maupun organisasi 
untuk mengukur kinerjanya. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengukuran 
kinerja dengan konsep akuntansi pertanggungjawaban lebih memberikan 
informasi yang akurat, karena tidak hanya mengukur kinerja keuangan, tetapi juga 
kinerja non keuangan. Beberapa penelitian terdahulu mengenai akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja adalah sebagai berikut: 
Rahmawati, (2009) dalam penelitian menyimpulkan sistem Akuntansi 
Pertanggungjawaban yang dimiliki oleh PT PLN (Persero) Wilayah Sumatra 
Utara adalah Sistem Akuntansi Pertanggung jawaban berbasis Aktivitas (Activiti-
based Responsibility Accounting System). Sistem Akuntansi Pertanggungjawaban 
juga digunakan untuk menilai kinerja manajer pusat biaya PT PLN dengan 
pembuatan laporan pertanggungjawaban sebagai sarana untuk melihat kinerja 
manajer dalam suatu priode. 
Nuraini dan Betri, (2014) menyimpulkan dari penelitian sebagai berikut: 
a) Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pada PT. Pusri Palembang telah 
memadai. b) Pelaksanaan penilaian kinerja pada PT. Pusri Palembang telah 
memadai. c) Pada pusat biaya terdapat beberapa kelemahan yaitu adanya situasi 
dan kondisi yang berubah-ubah seperti kenaikan harga bahan bakar gas,perubahan 
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kurs dollar yang menjadi parameter dalam penyusunan anggaran dan biaya jasa 
profesional yang sulit untuk dianggarkan karena biaya ini bersifat insidentil dan 
tidak memiliki standar tertentu. Ditambah lagi dengan adanya kenaikan gaji para 
profesional yang mengikuti UMR. d) Pada pusat investasi, kinerja perusahaan 
sudah cukup baik. Kenaikan dan penurunan ROI dan ROE disebabkan oleh naik-
turunnya laba akibat pengaruh volume produksi dan penjualan pupuk terutama 
pada amoniak. Selain itu, pemisahaan diri (spin off) juga berpengaruh cukup besar 
terutama pada tahun 2010 sehingga aset dan laba yang dihasilkan harus dialihkan. 
Tumbuan, (2013) dalam Penelitian menyimpulkan sebagai berikut: a) 
Struktur  organisasi  PT  Hutama  Karya  (Persero)  Kota  Manado  secara  jelas  
dan  tegas  memperlihatkan jenjang wewenang dan tanggung jawab yang 
dilaksanakan dari atasan hingga bawahan. Hal ini terlihat dari struktur organisasi 
dan penjelasannya  yang menunjukkan  adanya pembagian  tugas dan  fungsi yang  
jelas dari  setiap  unit  organisasi  tersebut.  Penyusun  anggaran  ditetapkan  
secara  bottom-up,  di  mana  tiap-tiap bagian atau fungsi terlebih dahulu membuat 
anggaran untuk kemudian diajukan ke manajemen. b) Penilaian  kinerja manajer  
dilakukan  dengan membandingkan antara  realisasi  yang  telah  dicapai  dengan 
anggaran  yang  telah  disusun  selama  periode  tertentu.  Kinerja  manajer  pusat  
biaya  diukur  dan  dinilai berdasarkan perbandingan antara target anggaran 
dengan realisasi anggaran. c) Berdasarkan  penilaian  kinerja  yang  dilakukan,  
biaya  penilaian  kinerja  pada  proyek  ini  berlum  efektif, namun dengan adanya 




Ginting, (2008) dalam penelitiannya mendapatkan kesimpulan secara umum 
dapat dikatakan cukup baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan laba dari tahun 
2006 semenjak diterapkannya akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya ke tahun 
2007 sebesar Rp 49.737.462,- dan dengan diterapkannya akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya ini, pihak manajemen rumah sakit dapat semakin 
terperinci dalam melakukan pengawasan kegiatan rumah sakit, misalnya dalam 
melakukan kebijakan dalam pemakaian obat yang ada di instalasi farmasi rumah 
sakit, sehingga sirkulasi obat yang ada di bagian instalasi semakin baik, jumlah 
obat yang kadaluarsa karena tidak terpakai juga semakin berkurang, dan 
pendapatan dari pemakaian jasa sarana medis juga meningkat. 













Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran 
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3 BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1 Jenis Penelitian 
Penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut 
Facthwan (2001) dalam Sugiono (2010), penelitian kualitatif adalah penelitian 
yang dilakukan dengan tujuan untuk memahami apa yang tersembunyi dibalik 
fenomena yang kadang kala merupakan sesuatu yang sulit untuk diketahui atau 
dipahami. Metode kualitatif ini dapat digunakan untuk mencapai dan memperoleh 
suatu cerita. Pandangan yang segar dan cerita mengenai segala sesuatu yang 
sebagian besar sudah dan dapat diketahui. 
Menurut Indriantoro (2002), studi kasus bertujuan untuk melakukan 
penyelidikan kasus secara mendalam mengenai subyek tertentu untuk 
memberikan gambaran yang lengkap mengenai subyek tertentu.  
3.2 Metode Pengumpulan Data 
Metode pengumpulan data dilakukan dalam penelitian ini dengan : 
A. Metode Wawancara (Interview) 
Teknik wawancara merupakan pengumpulan data dengan metode tanya 
jawab melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung dengan pihak 
rumahsakit, khususnya dengan bagian yang berhubungan dengan objek penelitian 
(Lubis, 2006). Teknik wawancara ini dilakukan secara formal dan intensif 
sehingga akan mampu memperoleh informasi sebanyak mungkin secara jujur dan 
detail. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan wawancara dengan pertanyaan 
terstruktur, dimana peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah 
tersusun secara sistematis dan lengkap yang peneliti peroleh dari penelitian 
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sebelumnya, Ayunani (2014). Dalam teknik ini, peneliti menggunakan alat bantu 
seperti tape recorder, gambar, brosur dan material lain yang dapat membantu 
pelaksana wawancara berjalan dengan lancar. 
Daftar pertanyaan dalam wawancara telah disiapkan peneliti terdahulu dan 
dilampirkan kepada responden supaya responden menjawab tentang akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya, metode ini dilakukan dengan membuat 
pertanyaan dengan menambah “apakah” pada tiap elemen akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya. Sehingga kemungkinan jawaban yang diperoleh 
“Ya” dan “Tidak”. Jawaban “Ya” berarti akuntansi pertanggungjawaban pusat 
biaya telah dijalankan, sedangkan jawaban “Tidak” berarti tidak dijalankan. 
Dalam teknik wawancara ini peneliti membagi menjadi 2 tahapan prosedur 
wawancara, diantaranya tahapan persiapan dan tahap pelaksana sebagai berikut: 
1. Tahap Persiapan 
a. Menentukan topik wawancara yang akan dilakukan 
b. Menentukan informasi, keterangan, dan data yang diperlukan sesuai   
dengan topik wawancara. 
c. Menghubungi pihak Rumkit sebelum wawancara dilaksanakan. 
d. Menentukan waktu dan tempat yang tepat, supaya tidak mengganggu 
proses kinerja perusahaan. 
e. Menyiapkan pertanyaan yang ingin diajukan saat proses wawancara. 






2.  Tahap Pelaksana 
a. Memperkenalkan diri 
 Menjelaskan tujuan dan maksud dari wawancara yang dilakukan, untuk 
mendapatkan informasi yang relevan tentang penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya. 
 Berbicara dan berlaku sopan saat bertemu dengan orang yang akan 
diwawancarai secara tepat, mulai dari nama, keahlian, sampai pada 
pekerjaan atau jawabannya. 
b. Tahap Inti  
 Mulai mengajukan pertanyaan sistematis, singkat dan jelas. 
 Mencatat data penting yang dikemukakan oleh narasumber. 
 Jumlah pertanyaan disesuaikan dengan situasi dan waktu. 
 Pewawancara harus sigap dalam mengatasi kesulitan-kesulitan yang 
mungkin terjadi pada saat proses wawancara berlangsung, misalnya 
jawaban yang dikemukakan narasumber kurang jelas atau tidak 
dimengerti pewawancara. 
c. Tahap Penutup 
 Sebelum wawancara berakhir, pewawancara mengecek kembali hasil dari 
catatan wawancara, apakah ada yang tertinggal atau tidak. 
 Berikan kesan yang baik pada saat mengakhiri wawancara. 
 Ucapkan rasa terimakasih kepada narasumber atau dapat memberikan 





B. Metode Observasi (Obsevation) 
Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis 
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Dengan metode ini penelitian 
melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas yang berhubungan 
dengan akuntansi akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Yin (2003) 
mengklasifikasikan observasi menjadi 2 (dua) yaitu, observasi langsung dan 
observasi partisipan. Observasi langsung, peneliti melakukan kunjungan lapangan 
ke objek yang diteliti dan mengobservasi pelaku dan kondisi lingkungan sosial 
yang relevan. Observasi partisipan merupakan observasi khusus dimana peneliti 
tidak menjadi pengamat pasif namun ikut mengambil bagian dalam situasi tertentu 
berpartisipasi dalam peristiwa yang akan diteliti. 
Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung. Peneliti dapat 
melakukan pengamatan bebas, mencatat hal-hal penting melakukan analisis dan 
kemudian membuat kesimpulan. Berikut akan dijelaskan tahapan teknik 
observasi: 
 Menentukan waktu observasi (3-4 minggu) 
 Mendeskripsikan apa yang akan dilakukan saat observasi 
 Menentukan objek dan subjek mana saja yang akan diobservasi 
 Harus diketahui dengan jelas data-data apa saja yang diperlukan selama 
waktu observasi dan mendokumentasikannya. 
 Menyiapkan alat-alat yang dibutuhkan selama melakukan observasi, 
seperti: alat tulis, buku, kamera dan lainnya 




 Menemukan dan mencatat dokumen-dokumen terkait 
 Setelah tujuan observasi yang dibutuhkan telah cukup didapati, maka 
selanjutnya akhiri proses observasi 
C. Metode Dokumentasi (Archaival) 
Metode dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dari berbagai 
sumber informasi dan mempelajari buku-buku yang berhubungan dengan 
akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya agar memperolehpemahaman yang 
lebih baik mengenai hal tersebut. Untuk mendapatkan data dari metode  
dokumentasi, maka peneliti menelusuri dokumen-dokumen yang tekait dalam 
proses analisa akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya sebagai berikut: 
1) Menugaskan tanggungjawab pusat biaya, struktur organisasi Rumkit 
Bhayangkara Bengkulu, job description Sub Bidang pelayanan Medik 
Kedokteran Kepolisian dan Sub Bidang Penunjang Medik Umum. 
2) Penetapan ukuran kinerja, anggaran Sub Bidang pelayanan Medik 
Kedokteran Kepolisian dan Sub Bidang Penunjang Medik Umum. 
3) Pengukuran kinerja, laporan pertanggungjawaban pusat biaya yaitu Sub 
Bidang pelayanan Medik Kedokteran Kepolisian dan Sub Bidang Penunjang 
Medik Umum. 
4) Pemberian reward dan punisment atas kinerja karyawan Rumkit 
Bhayangkara Bengkulu. 
3.3 Teknik Analisis Data 
Penelitian kualitatif, teknik analisis data merupakan proses pengaturan dan 
pelacakan secara sistematis transkip wawancara, catatan lapangan dan bahan-




- Struktur Organisasi 
- Job Description 
- Anggaran Bidang Yanmeddokpol dan 
Bidang Jangmedum 
- Laporan Pertanggung Jawaban Bidang 
Yanmeddokpol dan Bidang Jangmedum 
- Catatan Observasi 
- Catatan Wawancara 






bahan-bahan tersebut agar dapat diinterprestasikan temuannya kepada orang lain 
(Sugiyono, 2010). Analisis data merupakan output dari keempat metode 





Gambar 3.1 Hasil Pengumpulan Data 
Hasil metode pengumpulan data, maka data-data tersebut akan dianalisis 
melalui tahapan-tahapan berikut: 
1. Reduksi data (data reductin) dan tabulasi data, peneliti setelah melakukan 
metode-metode pengumpulan data maka akan mendapatkan hasilnya. Hasil 
tersebut reduksi dan ditabulasi. Mereduksi data bertujuan untuk mempermudah 
pemahaman terhadap data tersebut dengan mengkode, meringkas, memilih hal-
hal pokok, membuang hal yang tidak diperlukan sesuai tema dan sehingga 
mendapat kesimpulan dari data tersebut. Dengan demikian data yang direduksi 
akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk 
melakukan pengumpulan data selanjutnya (Sugiyono, 2010). 
2. Transkip Wawancara, tahapan selanjutnya peneliti akan menstranskip data 
yang telah direduksi dan ditabulasi. Informasi dari tabulasi dan reduksi data 
tersebut disederhanakan dalam bentuk tulisan sehingga informasi tesebut 
mudah dipahami. Kumpulan data-data tersebut dipilih sesuai dengan fokus 
penelitian dan diberi kode untuk setiap responden dengan tujuan 
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mempermudah peneliti untuk mengkategorikan data-data yang telah 
dikumpulkan. 
3. Penyajian data (data display), data-data tersebut yang telah direduksi dan 
tabulasi, diberi kode-kode, dan ditranskip dengan tulisan lalu dijelaskan untuk 
menggambarkan penerapan akuntansi pertanggungjawaban sebagai alat 
penilaian kinerja pusat biaya pada rumah sakit Bhayangkara Bengkulu. Jenis 
penelitian deskriptif kualitatif berbentuk naratif atau berbentuk penyajian 
lapangan. 
4. Pengujian Hasil Daftar Pertanyaan, pada tahapan ini daftar pertanyaan 
bertujuan untuk mndukung hasil dari metode dokumentasi, wawancara, dan 
observasi. Hasil daftar pertanyaan tersebut yang telah diisi oleh responden akan 
dilakukan pengujian terhadap jawaban responden tersebut, yang mana pilihan 
jawaban yang diberikan adalah “Ya” dan “Tidak”. Responden hanya mengisi 
salah satu dari jawaban tersebut yang dianggap paling tepat. Berdasarkan 
jawaban yang diperoleh dari responden, peneliti menganalisis hasil jawaban 
dengan menggunakan rumus Champion (1999). 
𝑅𝑢𝑚𝑢𝑠 𝐷𝑒𝑎𝑛 𝐽.𝐶ℎ𝑎𝑚𝑝𝑖𝑜𝑛 =
 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 "𝑦𝑎"
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100% 
Untuk kepentingan hasil perhitungan persentase, peneliti akan menggunakan 
ketentuan yang dikemukakan berdasarkan rumusan Champion (1999) yang 
dikutip dalam bukunya Basic Statistik For Social Research menyebutkan 







Kriteria Penilaian Keefektifan 
SKOR KRITERIA KEEFEKTIFAN 
0% - 25% Tidak Efektif 
25% - 50% Kurang Efektif 
50% - 75% Efektif 
75% - 100% Sangat Efektif 
Sumber: Black and Champion,1999 
Klasifikasi tersebut diatas maka dapat diuraikan sebagai berikut: 
1) 0% - 25% = Penerapan akuntansi pertanggungjawaban tidak efektif sebagai 
alat penilaian kinerja pusat biaya. 
2) 25% - 50% = Penerapan akuntansi pertanggungjawaban kurang efektif sebagai 
alat penilaian kinerja pusat biaya. 
3) 50% - 75% = Penerapan akuntansi pertanggungjawaban  efektif sebagai alat 
penilaian kinerja pusat biaya. 
4) 75% - 100% = Penerapan akuntansi pertanggungjawaban  sangat efektif 
sebagai alat penilaian kinerja pusat biaya. 
5. Penarikan kesimpulan akhir (conculasion drawing/verivicasion), penarikan 
kesimpulan yang berada pada tahapan akhir diperoleh dari hasil analisis data 
yang telah dilakukan. Kesimpulan tersebut dari hasil penelitian ini berupa 
efektif, kurang efektif, atau tidak efektifnya akuntansi pertanggungjawaban 
sebagai alat penilaian kinerja pusat biaya yang diterapkan di Rumkit 
Bhayangkara Bengkulu. Akuntansi pertanggungjawaban dikatakan efektif, 
apabila dari total keseluruhan pertanyaan terkait 4 unsur akuntansi 
pertanggungjawaban ≥ 50% menjawab “Ya”, dan Akuntansi 
pertanggungjawaban dikatakan tidak efektif, apabila dari total keseluruhan 
pertanyaan ≤ 50% menjawab “Tidak”.   
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3.4 Subjek dan Objek Penelitian 
Subjek dan objek yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan 1 (satu) 
unit analisis adalah pada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yang berolakasi di 
Jalan Veteran No.2 Kelurahan Jitra Kota Bengkulu. Dengan responden 
Kasubbagrenim, Kasubbagbinfung, Kasubbid Yanmed Dokpol dan Kasubbid Jang 
Medum. 
3.5 Jenis dan Sumber Data 
Data merupakan faktor yang penting untuk menunjang suatu penelitian. 
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 
a. Data primer 
Yaitu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan / suatu organisasi 
langsung melalui objeknya yang membutuhkan pengolahan lebih lanjut (Supranto, 
2002). Data primer secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab 
pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara 
individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian 
atau kegiatan, dan hasil pengujian. Dalam penelitian ini data primer yang 
dikumpulkan berasal dari opini subjek yang diperoleh dari hasil wawancara.  
b. Data sekunder 
Yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi 
(Supranto, 2002). Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan 
historis yang telah tersusun dalam arsip yang dipublikasikan dan tidak 
dipublikasikan. Dalam penelitian ini data sekunder yang digunakan adalah berupa 
struktur organisasi, laporan pertanggungjawaban dan sejarah organisasi. 
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4 BAB IV 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
4.1 Deskripsi Objek Penelitian 
4.1.1 Sejarah Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu 
Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Jitra Polda Bengkulu sebelumnya 
merupakan poliklinik sederhana Biddokkes untuk mendukung kesiapan personil 
Polri yang sehat jasmani, rohani dan samapta di wilayah Polda Bengkulu. 
Berkembangnya zaman poliklinik Biddokkes perlu diadakan pengembangan dan 
perubahan menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Tk. IV Jitra Polda Bengkulu, 
sehingga dapat memberikan dukungan yang optimal kepada personil polri 
didalam menjalankan tugasnya kepada masyarakat dan negara.  Tanggal 20 
Januari 2002 Polikilinik Biddokkes diubah statusnya menjadi Rumah Sakit 
berdasarkan Skep Kapolda No.Pol. : Skep / 13 / I / 2002 tentang pengesahan 
peningkatan / Penetapan dan Pembetukan serta penamaan Rumah Sakit 
Kepolisian Tingkat IV " Jitra " Polda Bengkulu. 
 Personil Polri Bengkulu yang semakin bertambah maka perlu adanya 
peningkatan kemampuan untuk mendukung personil Polri tersebut. Oleh karena 
itu sudah seharusnya Biddokkes Polda Bengkulu meningkatkan kemampuannya 
baik kemampuan tenaga medis dan sarana pendukung lainnya, sehingga 
dibutuhkannya perubahan menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu. 
Oleh karena itu untuk mendukung peningkatan mutu Pelayanan Kesehatan 
Rumah Sakit Bhayangkara serta untuk legalitas penyelenggaraan Rumah Sakit 
maka Departemen Kesehatan Republik Indonesia memberikan Izin 
penyelenggaraan berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan republik Indonesia 
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Nomor : YM .02.04.3.1.508 tentang pemberian izin penyelenggaraan kepada 
Markas Besar Kepolisian Negara  Republik  Indonesia Jalan Truno Joyo No.3 
Kebayoran Baru Jakarta Selatan, DKI Jakarta untuk Menyelenggrakan Rumah 
Sakit Umum dengan Nama " Rumkit Bhayangkara Jitra Bengkulu " Jalan Veteran 
No.2 Bengkulu Provinsi Bengkulu, dan telah diperpanjang melalui surat 
Keputusan Walikota Bengkulu Nomor : 44 Tahun 2012 tanggal 22 Februari 2012 
tentang pemberian izin perpanjangan Operasional Rumah Sakit Bhayangkara 
Bengkulu, dikembangkan menjadi Rumah Sakit Bhayangkara Polda Bengkulu.  
Rumah sakit menaikan mutu pelayanannya kepada anggota Polri, PNS Polri 
dan keluarga secara khusus dan masyarakat secara umum dengan menerapkan 
Standar Pelayanan Rumah Sakit dengan penetapan Status Akreditasi untuk setiap 
rumah sakit, serta menjalankan program dari Departemen Kesehatan RI.  
Departemen Kesehatan RI Memberikan Status Akreditasi Penuh Kepada 
Rumah Sakit Bhayangkara TK. IV Jitra Polda Bengkulu berdasarkan Keputusan 
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : YM.01.10/III/3497/09 tanggal 8 
September 2009 tentang pemberian Status Akreditasi Penuh Tingkat Dasar 
Kepada Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dan pada tanggal 29 Juni 2012 
KARS kembali menetapkan status Akreditasi lulus tingkat dasar lima pelayanan 
dengan sertifikat nomor : KARS – SERT/801/VII/2012. Saat ini Rumah Sakit  
Bhayangkara Bengkulu ditetapkan menjadi Rumah Sakit Umum kelas C melalui 
Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 
HK.03.05/I/1346/12 tangal 13 Juli 2012 tentang Penetpan Kelas Rumah Sakit 
Umum Bhayangkara Jitra Kota Bengkulu dan berdasarkan Keputusan Kapolri 
nomor : Kep/546/IX/2012 tanggal 26 September 2012 tentang Peningkatan 
Rumah Sakit Bhayangkara Kepolisian Negara Republik Indonesia, Rumah Sakit 
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Bhayangkara Bengkulu ditingkatkan dari tingkat IV ke tingkat III. 
4.1.2 Visi dan Misi Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu 
a) Visi Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu  
Rumah Sakit Bhayangkara TK III Bengkulu ingin memberikan 
pelayanan kesehatan yang dipercaya masyarakat di Provinsi Bengkulu.  
 
b) Misi Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu  
1. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna serta 
memfasilitasi masyarakat polri untuk hidup sehat.  
 
2. Menyelenggarakan pelayanan kesehatan kedokteran kepolisian. 
Mempersiapkan SDM, sarana dan prasarana dan sistem yang berkualitas, 
profesional, transparan, dan akuntabel. 
4.1.3 Fasilitas dan Jasa Layanan RS. Bhayangkara Bengkulu 
Kemampuan pelayanan yang dimiliki RS. Bhayangkara Bengkulu 
meliputi: 
a. Instalasi Rawat Jalan yang terdiri dari: 
1. Poli Umum  
2. Poli Anak  
3. Poli Bedah  
4. Poli Gigi  
5. Poli Kebidanan  
6. Poli Penyakit Dalam  
b. Instalasi Rawat Inap yang terdiri dari : 
1. Pelayanan Rawat Inap VIP  
2. Pelayanan Rawat Inap Kelas I  
3. Pelayanan Rawat Inap Kelas II  
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4. Pelayanan Rawat Inap Kelas III  
5. Pelayanan Rawat Inap Isolasi  
6. Pelayanan Rawat Inap Tahanan  
7. Pelayanan Rawat Inap ICU  
c. Instalasi Laboratorium  
1. Instalasi Radiologi 
2. Instalasi Bedah Sentral  
3. Instalasi Gizi dan Cuci 
4. Instalasi Rekam Medis 
5. Instalasi Gawat Darurat 
6. Instalasi Farmasi 
7. Kamar Jenazah 
8. Pelayanan Kedokteran dan Kepolisian 
4.2 Hasil Penelitian 
4.2.1 Hasil Dokumentasi 
Hasil dokumentasi dalam penelitian ini, terkait dengan akuntansi 
pertanggungjawaban sebagai alat penilaian kinerja pusat biaya yang diterapkan 
di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu sebagai berikut: 
1. Menugaskan Tanggungjawab 
Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu mempunyai tugas pokok 
menyelenggarakan pelayanan kesehatan bagi anggota polri, masyarakat polri 
serta masyarakat pada umumnya. Tugas pokok tersebut menjadi pusat biaya 
dalam aktivitas rumkit Bhayangkara Bengkulu. Dalam pencapaian organisasi, 
harus dibentuk suatu susunan tertentu yang dinamakan struktur organisasi yang 
dapat membantu dalam menetapkan pembagian kerja dan menentukan hubungan 
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antara pimpinan dan bawahan yang memiliki tugas dan wewenangnya masing-
masing serta kepada siapa harus bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah 
dilakukan. Berikut ini adalah penjelasan dari struktur organisasi RS. 
Bhayangkara Bengkulu beserta tugas pokok dan fungsinya sesuai Perkap Nomor 
11 tahun 2011 tentang susunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit 
Bhayangkara. Bagan struktur organisasi RS. Bhayangkara dapat dilihat pada 
lampiran (7).  
1. Sub bidang Pelayanan Medik dan Kedokteran Kepolisian  
Sub Bidang Pelayanan Medik dan Kedokteran kepolisisan 
(Subbidyanmeddokpol)  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  23  huruf  a 
merupakan unsur pelaksana utama Rumkit Bhayangkara yang berada dibawah dan 
bertanggung jawab kepada Karumkit Bhayangkara. Sub Bidang Pelayanan Medik 
dan Kedokteran kepolisisan (Subbidyanmeddokpol) bertugas menyelenggarakan 
kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan kedokteran 
kepolisian di lingkungan Rumkit Bhayangkara untuk mewujudkan pelayanan 
prima dan paripurna. 
 
2. Sub Bidang Penunjang Medik dan Umum 
Sub Bidang Penunjang Medik dan Umum (Subbidjangmedum) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b merupakan unsur pelaksana 
utama Rumkit Bhayangkara yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Karumkit Bhayangkara. Sub Bidang Penunjang Medik dan Umum 
(Subbidjangmedum) bertugas menyelenggarakan pelayanan penunjang medik 
dan penunjang umum untuk mewujudkan pelayanan prima dan paripurna. Dalam 
melaksanakan tugas, Sub Bidang Penunjang Medik dan Umum 
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(Subbidjangmedum) menyelenggarakan fungsi pelayanan penunjang medik, 
pelayanan penunjang umum, dan pelayanan instalasi. 
2. Penetapan Ukuran Kinerja 
Penetapan ukuran kinerja rumkit Bhayangkara Bengkulu dengan membuat 
anggaran sebagai target kerja setiap bagian pusat pertanggungjawaban. Anggaran 
dibuat pada setiap Subbidang pusat pertanggungjawaban dengan periode tertentu. 
Di dalam anggaran biaya tersebut  terdapat kode, nama unit, dan nilai anggaran. 
3. Pengukuran Kinerja 
Rumkit Bhayangkara Bengkulu memiliki pengukuran kinerja dengan 
menganalisis laporan pertanggungjawaban realisasi anggaran biaya. Laporan 
pertanggungjawaban realisasi anggaran biaya menjelaskan bahwa terdapat selisih 
antara realisasi anggaran terhadap anggaran yang dibuat oleh masing-masing 
bidang di pusat biaya Rumkit Bhayangkara Bengkulu.  
4. Pemberian Reward dan Punisment 
Pemberian reward dan punisment diberikan kepada manajer/kepala 
subbidang dan staf yang melaksanakan target kerja berdasarkan anggaran yang 
telah dibuat dengan baik atau tidak baik. Reward dan punisment tersebut berupa 
besar nilai remunerasi yang akan diterima atas kebijakan atasan/pimpinan yang 
menilai kinerja.  
4.2.2 Hasil wawancara 
Hasil wawancara di peroleh dari metode pengumpulan data sebelumnya 
yaitu tabulasi data, jawaban dari daftar pertanyaan, transkip wawancara yang 
dilakukan peneliti dengan responden, hasil wawancara tersebut berkaitan dengan 
akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Pentabulasian data menggunakan 
 49 
 
microsoft excel sehingga dapat menilai keefektifan akuntansi pertanggungjawaban 
pusat biaya. Hasil tabulasi dan transkip wawancara dapat dilihat pada lampiran 2. 
4.2.3 Hasil Observasi 
Hasil observasi ada 4 (empat) unsur pokok akuntansi pertanggungjawaban 
pusat biaya, yaitu: 
1. Menugaskan Tanggungjawab 
Peneliti mengobservasi struktur organisasi dan  job description Rumkit 
Bhayangkara Bengkulu. Struktur organisasi dan job description pusat biaya pada 
rumkit Bhayangkara Bengkulu telah berjalan cukup baik. Terdapat kekosongan 
posisi kepala Subbidang Pelayanan Medik Kedokteran Kepolisian (Kasubbid 
Yanmeddokpol), karena kurangnya sumber daya manusia (SDM di rumkit 
Bhayangkara Bengkulu yang sesuai dengan kualifikasi posisi tersebut. Hal 
tersebut tidak menjadi hambatan terhadap aktivitas kerja bagian tersebut, karena 
setiap kepala urusan telah menjalani tugasnya masing-masing dengan cukup baik 
sesuai dengan job description yang telah ditetapkan. 
2. Penetapan Ukuran Kinerja 
Dalam pengobservasian, pusat biaya rumkit Bhayangkara Bengkulu 
melaksanakan kegiatannya berdasarkan anggaran yang telah dibuat. Subbidang 
pelayanan medik kedokteran kepolisian (Subbid Yanmeddokpol) dan Subbidang 
Penunjang medik umum (Subbid Jangmedum) telah membuat anggaran di akhir 
tahun untuk tahun berikutnya.  
3. Pengukuran Kinerja 
Pengukuran kinerja pada Subbidang pelayanan medik kedokteran 
kepolisian (Subbid Yanmeddokpol) dan Subbidang Penunjang medik umum 
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(Subbid Jangmedum) dilihat dengan menganalisis realisasi anggaran dan anggaran 
biaya yang telah dibuat. Analisis tersebut tersebut akan mendapatkan kesimpulan 
terjadinya besar nilai penyimpangan realisasi anggaran dan anggaran tersebut. 
4. Pemberian reward dan punisment 
Setiap kepala /pemimpin subbidang masing-masing pusat biaya akan 
menilai kinerja staf berdasarkan pengukuran kinerja yaitu laporan 
pertanggungjawaban realisasi anggaran.  
4.3 Profil Responden 
Peneliti akan mewawancarai 18 (delapan belas) orang responden yaitu 
terdiri dari Kepala Subbidang Penunjang Medik Umum (Kasubbid Jangmedum), 
Kepala Urusan Penunjang Umum (Kaur Jangum), Kepala Urusan Pelayanan 
Medik (Kaur Yanmed), Kepala Urusan Pelayanan Perawatan (Kaur Yanwat), 
Kepala Instalasi Laboratorium Klinik (Ka Inst. lab.Klinik), Kepala Instalasi 
Farmasi (Ka Ins Farmasi), Kepala Instalasi Gizi (Ka. Isnt. Gizi), Kepala Instalasi 
CSSD (Ka Inst. CSSD), Kepala Subbid Pelayanan Medik Kedokteran Kepolisian 
(Kasubbid Yanmed Dokpol), Kepala Urusan Pelayanan Kedokteran Kepolisian 
(Kaur Yandokpol), Kepala Urusan Penunjang Medik (Kaur Jangmed), Kepala 
Instalasi IGD (Ka Inst IGD), Kepala Instalasi BS (Ka Inst BS), Kepala Instalasi 
Rawat Nginap (Ka Inst Ranap), Kepala Instalasi Rawat Jalan (Ka Inst Rajal), 
Kepala Instalasi ICU (Ka.Inst.ICU), dan Kepala Isntalasi Perawatan Tahanan 
(Kepala Inst Wattan). Pada penelitian ini terjadi kekosongan jabatan 7 posisi yaitu 
Kepala Urusan Pelayanan Medik (Kaur Yanmed), Kepala Urusan Pelayanan 
Perawatan (Kaur Yanwat),  Kepala Instalasi Farmasi (Ka Ins Farmasi), Kepala 
Instalasi Gizi (Ka. Isnt. Gizi), Kepala Urusan Penunjang Medik (Kaur Jangmed), 
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Kepala Instalasi BS (Ka Inst BS), dan Kepala Isntalasi Perawatan Tahanan 
(Kepala Inst Wattan). Responden yang bisa diwawancarai secara langsung 9 
(sembilan) dan 2 (dua) orang responden sedang dinas luar kota.  










dr. Maryatul Aini (1) 42 2 bulan Dokter Umum 
Kasubbid yanmed 
dokpol 
drg. Hamides (2) 45 1 tahun Dokter Gigi Kasubbid Jangmedum 
dr.Debby (3) 35 1 tahun Dokter Umum Kaur Yandokpol 
IPDA Herman (4) 57 1tahun SMA Kaur Jangum 
Lilis Sumiyati (5) 34 1 tahun S1. Keperawatan Ka.Inst.ICU 
Radiya (6) 36 2 tahun S1.Keperawatan Ka. Inst.Rajal 
Ra Sri Hastuti (7) 42 2bulan S1.Kes.Masyarakat Ka.Inst.Ranap 
Mildasari (8) 35 7 tahun D-III Analisis Ka.Inst.Lab.Klinik 
Gadis Yudra (9) 35 1 tahun S1.Kes.Masyarakat Ka. Inst.CSSD 
Sumber : Data karyawan Rumkit Bhayangkara Bengkulu, 2016 
4.4  Pembahasan 
4.4.1  Menugaskan Tanggungjawab 
Akuntansi pertanggungjawaban di Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu 
menugaskan tanggungjawab yang ditetapkan berdasarkan fungsi. Di dalam 
struktur organisasi terlihat jelas pemisahan pusat-pusat pertanggungjawabannya, 
pusat biaya di Rumah sakit Bhayangkara terdapat pada Subbidang Pelayanan 
Medik dan Kedokteran Kepolisian (Subbid Yanmeddokpol) dan Subbidang 
Penunjang Medik Umum (Subbid Jangmedum). Kedua kepala bidang tesebut 
bertanggungjawab atas biaya yang terjadi dalam bidang tersebut, yang meliputi 
keseluruhan biaya yang dibebankan untuk aktivitas rumkit Bhayangkara 
Bengkulu.  
Subbidang Pelayanan Medik dan Dokter Kepolisian (Subbid 
Yanmeddokpol) menjadi pusat biaya berdasarkan fungsi dan tugasnya sebagai 
penyelenggara kegiatan pelayanan medik, pelayanan keperawatan dan pelayanan 
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kedokteran kepolisian. Subbidang Penunjang Medik Umum (Subbid Jangmedum) 
menjadi pusat biaya berdasarkan fungsi dan tugasnya sebagai penyelenggara 
pelayanan penunjang medik, pelayanan penunjang umum dan pelayanan instalasi. 
Job description Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu terdapat pemisahan tugas 
dan tanggungjawab saat mempertanggungjawabkan biaya-biaya yang dibutuhkan 
oleh masing-masing bagian/unit. 
Struktur organisasi Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu khususnya pada 
pusat biaya terdiri dari kepala urusan pelayanan kedokteran kepolisian (Kaur 
Yandokkpol), kepala urusan penunjang umum (Kaur Jangum) dan kepala 
instalasi-instalasi yaitu instalasi IGD, instalasi ICU, instalasi rawat nginap, 
instalasi rawat jalan, instalasi laboratorium klinik, instalasi central strerilization 
supply device (CSSD) sebagai pelaksana dan pengguna biaya. Kepala urusan dan 
kepala instalasi tersebut bertugas menyusun usulan rencana kegiatan dan 
kebutuhannya, membuat usulan pengadaan barang ATK, dan kebutuhan barang 
lain di masing-masing unit/bagian.  
Kepala urusan pelayanan medik (Kaur Yanmed), kepala urusan pelayanan 
perawatan (Kaur Yanwat), kepala urusan penunjang medik (Kaur Jangmed), 
kepala instalasi BS, kepala instalasi perawatan tahanan, kepala instalasi farmasi, 
dan kepala instalasi gizi yang terdapat kekosongan jabatan, dikarenakan 
kurangnya sumberdaya manusia di rumkit Bhayangkara. Akibat terjadinya 
kekososngan jabatan maka menyebabkan adanya pekerjaan ganda untuk satu 
orang staf, tetapi sampai sekarang masih dapat berjalan dengan baik karena 
langsung di back up oleh kepala subbidang masing-masing.  
 53 
 
Hasil penelitian mendelegasian wewenang terhadap penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya dengan responden rumkit Bhayangkara 
Bengkulu ada 6 (enam) point pertanyaan sesuai dengan unsur menugaskan 
tanggungjawab yang diajukan peneliti kepada 6 (enam) responden. Hasil tabulasi 
data menyebutkan ada 54 total seluruh jawaban responden, 54 menjawab “Ya” 
dan 0 menjawab “Tidak”. Dapat dilihat pada lampiran 3. Berikut perhitungkan 
hasil jawaban dengan menggunakan rumus Dean J. Champion: 
 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  "𝑦𝑎 "
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100% = 
54
54
𝑥 100% = 100% 
Berdasarkan perhitungan di atas, pendelegasian wewenang pusat biaya di 
rumkit Bhayangkara Bengkulu dikatakan “Sangat Efektif” dengan tingkat 
kefektifan 100%. 
4.4.2 Penetapan Ukuran Kinerja 
Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu menetapkan ukuran kinerja 
berdasarkan anggaran yang dibuat. Pembuatan atau penyususnan perencanaan 
anggaran berdasarkan pengajuan atau permintaan kepala urusan dan kepala 
instalasi yang telah disetujui oleh kepala subbidang pusat biaya, lalu akan di 
proses ke bidang perencanaan dan bidang keuangan, lalu disetujui oleh kepala 
rumah sakit.  
Pengajuan anggaran disetiap bagian atau bidang yang telah disetujui oleh 
kepala rumah sakit akan menjadi materi atau bahan penyusunan anggaran Rumah 
Sakit Bhayangkara yang disusun oleh bagian perencanaan. Anggaran yang telah 
disusun oleh bagian perencanaan akan dievaluasi atau dipresentasikan di rapat 
akhir tahun sebagai penyusunan anggaran tahun berikutnya yang dihadiri oleh 
Kepala Rumah Sakit, semua Kepala Bidang, semua Kepala Urusan dan Kepala 
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Instalasi. Anggaran yang telah disetujui untuk periode selanjutnya yang 
merupakan ukuran kinerja setiap pusat pertanggungjawaban. Rumah Sakit 
Bhayangkara Bengkulu semua bagian ikut serta dalam membuat atau menyusun 
anggaran biaya Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu dilakukan dengan 
menggunakan sistem biaya historis yaitu anggaran yang disusun berdasarkan 
catatan atau data masa lalu dengan menentukan rata–rata kebutuhan biaya tiap 
periode akuntansi sehingga setiap bagian tersebut dapat mencapai tujuan masing-
masing bagian. 
Anggaran sebagai mengukur dan mengendalikan biaya dapat diartikan 
bahwa setiap kegiatan dan kebutuhan akan berpatokan dengan anggaran sehingga 
pengendalian biaya tersebut berjalan dengan baik. Rumah sakit Bhayangkara 
Bengkulu dapat merevisi anggaran di tahun berjalan, karena adanya kegiatan atau 
pengadaan barang yang dibutuhkan.  
Setiap pengajuan kebutuhan atau kegiatan di setiap bagian akan menjadi 
revisi anggaran yang nanti akan dibahas kembali di dalam rapat. Pengendalian 
biaya pengadaan barang berupa survei kepada pihak-pihak ketiga yang nantinya 
akan dirapatkan oleh kepala rumah sakit, jika diperlukan adanya persentasi barang 
dan harga oleh pihak-pihak ketiga dan bagian yang mempertanggungjawabkannya 
khususnya di bagian pusat biaya Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu. Standar ini 
yaitu anggaran biaya merupakan target pencapaian akhir. Jadi standar tersebut 
mengidentifikasi potensi perbaikan, agar dapat mengendalikan biaya.  
Berdasarkan penelitian penetapan ukuran kinerja terhadap penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya di Rumah Sakit Bhayangkara 
Bengkulu telah berjalan baik, pada setiap bagian atau urusan di rumah sakit telah 
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ikut serta dalam penyusunan anggaran yang merupakan acuan dalam ukuran 
kinerja. Hasil tabulasi wawancara 45 total keseluruhan jawaban responden dari 9 
(sembilan) responden, 33 responden menjawab “Ya”, dan 12 responden 
menjawab “Tidak” (seperti pada lampiran 3). Berikut perhitungan hasil jawaban 
dengan menggunakan rumus Dean J. Champion: 
 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  "𝑦𝑎 "
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100% = 
33
45
𝑥 100% = 73,33% 
Hasil perhitungan diatas, unsur penetapan ukuran kinerja adalah anggaran 
yang disusun sudah dapat dikatakan “Efektif” dengan tingkat keefektifan 73,33% 
4.4.3 Pengukuran Kinerja 
Salah satu pengukuran kinerja Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu adalah 
membandingkan realisasi anggaran dengan anggaran yang ditetapkan. Pihak 
manajemen bertanggungjawab atas penyelesaian masalah-masalah yang terjadi, 
dapat dilihat dari laporan pertanggungjawaban tersebut. Rumah sakit 
Bhayangkara Bengkulu laporan pertanggungjawaban atas kinerja akan dirapatkan, 
dievaluasi, dan dibahas yang dihadiri oleh setiap kepala bagian, kepala urusan dan 
kepala instalasi.  
Manfaat laporan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya ini, dapat 
dihindari pemborosan ataupun kesulitan-kesulitan yang timbul pada waktu 
pelaksanaan kegiatan. Setiap staf akan melaporkan laporan kinerja setiap triwulan, 
semesteran dan tahunan. Laporan kinerja tersebut merupakan hasil dari target 
yang dicapai yang telah dianggarkan dan hambatan-hambatan yang dialami setiap 
staf di bagian masing-masing pusat pertanggungjawabannya.  
Laporan kinerja staf merupakan pertanggungjawaban staf atas kinerja yang 
akan dinilai secara langsung terhadap atasan atau kepala bagian masing-masing 
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dan merupakan sebagai alat pengawasan oleh kepala bidang kepada stafnya 
masing-masing. Laporan kinerja staf tidak difokuskan pada nominal antara 
realisasi anggaran dan anggarannya, maka laporan realisasi anggaran terdapat 
pada laporan realisasi anggaran yang dibuat oleh kepala perencanaan dan akan 
disosialisasikan dirapat setiap bulan. Kebijakan ini sebagai pengendalian biaya 
dalam artian, pada saat kegiatan kebutuhan staf hanya berupa barang yang 
diajukan, sehingga biaya dapat dikontrol secara langsung. Rumah Sakit 
Bhayangkara Bengkulu, walaupun anggaran biaya opersional telah dilakukan 
dengan teliti dan cermat, serta berdasarkan pengalaman pada periode yang lalu, 
namun tidak dapat mencegah secara sepenuhnya adanya penyimpangan, tetapi 
anggaran dan pengawasan yang dilakukan dapat mengurangi penyimpangan yang 
akan terjadi. Pengawasan terhadap anggaran dilakukan dengan membuat laporan 
pertanggungjawaban pusat biaya.  
Laporan realisasi anggaran dapat dilihat selisih atau penyimpangan, dapat 
dilihat apakah penyimpangan itu menguntungkan (favorable) atau tidak 
menguntungkan (unfavorable) sehingga dapat dilakukan tindakan selanjutnya. 
Ukuran peyimpangan dari realisasi anggaran biaya yang dapat ditolerir yang 
sudah ditetapkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu yaitu sampai dengan 
5% dari yang telah dianggarkan. Selisih biaya yang terjadi harus dilihat 
penyebabnya dan pada bagian mana yang bertanggungjawab.  
Penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya pada Rumah Sakit 
Bhayangkara Bengkulu, dapat dilakukan analisis terhadap realisasi anggaran dan 
hasil analisis inilah yang merupakan masukan bagi pihak manajemen untuk 
menetapkan anggaran pada periode berikutnya sehingga dapat memperkecil 
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penyimpangan yang terjadi dan dengan sendirinya biaya–biaya yang tidak perlu 
dapat ditekan seminimal mungkin sehingga tujuan dari rumah sakit dapat berjalan 
dengan baik.  
Tabel 4.2  
Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu Realisasi Anggaran Biaya Tahun 2015 













3 Makan pasien Rp 1.159.386.000 Rp 1.149.149.362 Rp 10.236.638 0,88% unf 




Rp5.020.000.000 Rp5.001.837.236 Rp 18.162.764 0,36% unf 
Pusat biaya prestasinya diukur dengan kemampuannya menekan biaya 
yang terjadi maka yang paling besar persentasi penyimpangan 13,03% 
(unfavorable). Kepala subbidang pelayanan medik kedokteran kepolisian 
berdasarkan akuntansi pertanggungjawaban dalam laporan realisasi anggaran 
biaya merupakan kinerja terbaik dapat dilihat di Tabel 4.2 dapat menekan biaya 
dengan mengendalikan biaya tersebut. 
Berdasarkan analisa unsur pengukuran kinerja terhadap penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya di Rumah sakit Bhayangkara 
Bengkulu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan dapat 
mengendalikan biaya. Dengan hasil tabulasi wawancara 72 total keseluruhan 
jawaban responden dari 9 (sembilan) responden, 62 menjawab “Ya” dan 10 
menjawab “Tidak” (seperti pada lampiran 3). Berikut perhitungan hasil jawaban 
dengan menggunakan rumus Dean J.Champion: 
 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  "𝑦𝑎 "
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100% = 
62
72
𝑥 100% = 86,11% 
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Hasil perhitungan diatas, unsur pengukuran kinerja sudah dapat dikatakan 
“Sangat Efektif” dengan tingkat kefektifan 86,11%. 
4.4.4 Pemberian Reward dan Punisment 
Sistem penghargaan dalam sistem berdasarkan fungsi didesain untuk 
mendorong para individu mengelola biaya dan untuk mencapai atau melebihi 
target. Di rumah sakit Bhayangkara Bengkulu, tindaklanjut dari evaluasi dan 
penilaian kepala rumah sakit, kepala bidang, kepala urusan terhadap laporan 
kinerja stafnya maka adanya reward atau punisment. Reward adalah penghargaan 
yang diberikan ketika kinerja seorang staf dinilai baik. Sedangkan punisment 
adalah hukuman kepada staf yang kinerja dalam suatu periode dinilai tidak baik. 
Rumah sakit Bhayangkara Bengkulu, reward tersebut ada berupa 
remunerasi yang diterima oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang didaptkan dari 
pusat berdasarkan golongan, jabatan, daftar hadir dan tidak ada berkaitan dengan 
penilaian terhadap laporan pertanggungjawaban staf. Staf yang tidak PNS, 
pegawai kotrak dan lain-lain reward berupa penghargaan pada saat keadaan 
tertentu. Biasanya setiap tahun Rumah Sakit Bhayangkara mengadakan ulang 
tahun, dan diadakan reward untuk staf yang berprestasi. 
Punisment terhadap pegawai negeri sipil (PNS) atau pegawai kontrak dan 
lain-lain mendapat teguran lisan maupun tulisan berdasarkan kesalahan yang 
dibuat yang tertulis di peraturan yang ditetapkan. Jika kesalahan ringan maka 
hanya teguran oleh atasan, apabila kesalahan yang dibuat bersifat fatal maka 
untuk PNS akan dimutasikan sedangkan untuk pegai kontrak akan ada pemecatan. 
Berdasarkan unsur pemberian reward dan punisment terhadap penerapan 
akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya di Rumah Sakit Bhayangkara 
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Bengkulu telah memberlakukan unsur pemberian reward dan punisment sebagai 
motivasi para pegawai untuk bekerja dengan lebih baik sesuai dengan tujuan 
rumah sakit Bhayangkara Bengkulu. Dengan hasil tabulasi wawancara 27 total 
keseluruhan jawaban responden dari 9 (sembilan) responden, 24 responden 
menjawab “Ya” dan 3 responden menjawab “Tidak” dapat dilihat pada lampiran 
3. Berikut perhitungan hasil jawaban dengan rumus Dean J. Champion: 
 𝑏𝑢𝑡𝑖𝑟  𝑦𝑎𝑛𝑔  𝑚𝑒𝑛𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  "𝑦𝑎 "
 𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎 ℎ  𝑗𝑎𝑤𝑎𝑏𝑎𝑛  𝑘𝑒𝑠𝑒𝑙𝑢𝑟𝑢 ℎ𝑎𝑛
 𝑥 100% = 
24
27
𝑥 100% = 88,89% 
Hasil perhitungan diatas, hasilnya adalah unsur pemberian reward dan  punisment 
sudah dapat diterapkan secara ”Sangat efektif” dengan tingkat kefektifan 
88,89%. 
4.5 Analisa Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban pada Pusat Biaya 
Hasil analisa dari keempat unsur penerapan akunatnsi pusat biaya diatas, 
maka dapat disimpulkan pada Tabel 4.3: 
Tabel 4.3  
Tingkat Rata-rata Keefektifan Penerapan Akuntansi Pertanggungjawaban 
Pada Pusat Biaya Secara Keseluruhan 
NO UNSUR TINGKAT KEEFEKTIFAN 
1 Menugaskan tanggungjawab 100% 
2 Penetapan ukuran kinerja 73,33% 
3 Pengukuran kinerja 86,11% 
4 Pemberian reward dan punisment 88,89% 
RATA-RATA TINGKAT KEEFEKTIFAN (dibagi 4) 87,08% 
Sumber: Hasil Perhitungan keefektifan Penerapan Akunatnsi Pertanggungjawaban Pusat 
Biaya 
Tabel 4.3 menunjukan tingkat keefektifan dari masing-masing unsur 
pembentukan penerapan akunatnsi pertanggungjawaban pusat biaya. Dapat 
disimpulkan bahwa dari keempat unsur tersebut dapat dihitung total tingkat 
keefektifan dari seluruh unsur penerapan akuntansi pertanggungjawaban pusat 
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biaya sebagai alat penilaian kinerja sebesar 87,08%. Menunjukan hasil yang 

















5 BAB V 
PENUTUP 
5.1 Kesimpulan 
Kesimpilan dari pembahasan diatas : 
1. Kesimpulan Berdasarkan dari hasil teknik penelitian yaitu teknik 
dokumentasi, teknik wawancara dan teknik observasi serta hasil dari analisis 
unsur menugaskan tanggungjawab, penetapan ukuran kinerja, pengukuran 
kinerja dan pemberian reward dan punisment terhadap penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya di Rumah Sakit Bhayangkara Bengkulu 
dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian penerapan akuntansi 
pertanggungjawaban pusat biaya secara keseluruhan menunjukan hasil yang 
“Sangat Efektif” dengan tingkat keefektifan sebesar 87,08%.  
2. Manfaat dari akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya di Rumah Sakit 
Bhayangkara Bengkulu: mengetahui adanya penyimpangan-penyimpangan 
yang akan dianalisis untuk dasar penyusunan anggaran periode selanjutnya, 
sebagai penilaian kinerja setiap bagian pusat biaya untuk dapat 
mengendalikan biaya-biaya yang tidak perlu agar tujuan Rumah sakit 
tercapai, dan sebagai pemberian motivasi untuk setiap bagian agar bekerja 
dengan baik sebagai tindak lanjut atas penilaian kinerja tersebut. 
5.2 Keterbatasan Penelitian 
Keterbatasan Penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut: 
1. Keterbatasan Peneliti dalam memperoleh data-data karena adanya  peraturan 
Rumkit Bhayangkara Bengkulu yang membatasi pengambilan data. 
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2. Keterbatasan waktu pada saat wawancara sehingga informasi yang 
diperoleh kurang cukup. 
5.3 Saran 
Saran pada skripsi ini sebagai berikut: 
1. Penelitian selanjutnya dapat menambah data-data yang lebih spesifik dalam 
laporan realisasi pertanggungjawaban sehingga penelitian dapat menambah 
pembahasan yang jelas dan mendalam. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan mencari waktu yang pas untuk melakukan 
wawancara, sehingga responden dapat menjawab pertanyaan dengan jelas 
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